
Gerakan Perempuan
MENOLAK Militerisme

Militerisme dan Ideologi
Konco Wingking:

Gerakan Protes
Perempuan Sejak

 1980-an
Opini hal.8Fokus Utama hal.4

Bentuk-bentuk kekerasan
Militerisme

Kronik hal.33

Edisi I No.2 Juli 2004

KalyanamediaKalyanamediaKalyanamediaKalyanamediaKalyanamedia
titian menuju P emberdayaan Perempuan



2
Kalyanamedia Edisi I No.2 Juli 2004

   Sapaan

Kekerasan demi kekerasan terus bergulir di negeri, yang katanya,
sudah merdeka ini. Ironis memang! Negara harusnya memberikan
ketenangan dan kedamaian bagi rakyatnya. Negara tinggal
memikirkan bagaimana caranya meningkatkan pendapatan perkapita
penduduknya. Justru, rakyat menghadapi berbagai persoalan
pengusiran oleh penguasanya. Mereka digusur dari tempat
kediamannya sendiri. Pengusiran paksa ini dilakukan oleh aparat
keamanan dengan alasan bahwa lahan yang masyarakat kecil tempati
itu bukan tanah milik mereka. Rakyat kecil harus hidup dalam
ketakutan karena hujan peluru dan intimidasi dari kalangan militer .
Dalam kondisi ini, perempuan dan anak-anak sangat rentan oleh
dampak itu. Apakah si pembuat skenario kekerasan terlalu kuat
untuk dilawan?

Belum reda gelombang kekerasan melanda di bumi pertiwi ini, justru
dalam masa pemilu calon presiden dan wakil presiden 2004 kini,
muncul kembali militer dalam dunia perpolitikan kita. Bahkan
beberapa capres dan cawapres berlatar belakang militer sangat
kental. Misal, W iranto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Agum
Gumelar. Gejala apa ini? Begitu sulitkah rakyat kecil menggapai
demokrasi sehingga sangat sukar untuk menikmatinya?

Dalam Edisi 1 no 2 kali ini, Kalyanamedia akan menurunkan analisa
tentang militerisme dan gerakan perempuan. Hal itu akan dikupas
dalam Fokus Utama dan Opini yang didukung oleh Kronik, yang
menurunkan sejarah gerakan perempuan di berbagai negara dalam
rangka melawan militerisme (anak emas imperialisme).

Akan tetapi, keyakinan akan terwujudnya demokrasi yang hakiki,
penegakan HAM, harga diri anak bangsa yang merdeka, tidak boleh
susut. Apalagi gerakan perempuan melawan militerisme, penindasan
jender, dan penghancuran sumber daya (baik alam maupun buatan)
jangan sampai padam!

Jakarta, 20 Juli 2004
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Fokus Utama

…jika kami bunga
engkau adalah tembok
tapi di tubuh tembok itu
telah kami sebar biji-biji
suatu saat kami akan tumbuh bersama
dengan keyakinan: engkau harus hancur!

dalam keyakinan kami
di mana pun tirani harus tumbang!

(Wiji Thukul, Solo, 87-88; dalam puisi “Bunga dan
Tembok”)

Militer , militerisme, dan militeristik adalah
kosa kata yang tak asing lagi bagi kita yang hidup di

era Orde Baru. Mengapa? Karena, Orde Baru itu
sendiri  merupak an ujud nyata  militer , militerisme,

dan militeristik. Lebih dari 32 tahun, rezim Orde
Baru telah  memasok kesadar an palsu ke kepala kita

dengan berbagai pilihan dan keputusan yang
dikontrol dan dimanipulasinya. Dan di tengah

pemerintahan tr ansisi saat ini, meskipun sudah
berjalan 6 tahun, namun ak ar-akar kekuasaan Orde
Baru tak pernah mati. Dalam  pemilu presiden 2004
kini, beber apa  calon presiden dan wakil presiden
yang berlatarbelak ang militer dengan gigih  ikut

berkompetisi merebut kekuasaan atau ingin menjadi
orang nomor 1 di negeri ini. Apa arti semua ini?

Pengalaman Pahit dalam Er a Orde Baru
Sebagian besar masyarakat Indonesia telah merasakan
pengalaman pahit kehidupan berpolitik selama 32
tahun di bawah pemerintahan rezim Orde Baru.
Selama kurun waktu itu, kehidupan politik masyarakat
kita ada dalam pasungan rezim militeristik dengan
sistem komando, sehingga demokrasi di Indonesia
pernah hanya menjadi utopia.

Rezim Orde Baru naik ke tampuk kekuasaan dengan
dukungan personil-personil militer sehingga ketika ia
menjalankan kekuasaannya juga dengan format
militer . Ideologi militer (militerisme) adalah acuan
kehidupan politik yang berupaya mengutamakan
sistem komando, sentralistis, hirarkhis, seragam, dan
disiplin.

Hadirnya tentara dalam suatu negara tidak akan
menjadi persoalan politik bila hanya dilakukan dalam
rangka terwujudnya militer profesional, yaitu  sebatas
sebagai agen pertahanan dan keamanan bangsa,
contohnya di Inggris, Prancis, Amerika Serikat.
Pembangunan militer Indonesia (infrastruktur dan
sumberdaya) oleh Orde Baru tidak akan mengganggu

jalannya roda pemerintahan yang demokratis, apabila
tidak terjadi ekspansi politik militer di lingkungan
sipil.

Untuk kasus Indonesia, Orde Baru telah melakukan
intervensi pada politik sipil melalui doktrin Dwifungsi
ABRI. Akibatnya, terjadi penyeragaman dalam segala
sendi kehidupan di kalangan masyarakat sipil. Semua
itu ditujukan untuk suatu misi suci yakni “demi
persatuan dan kesatuan bangsa”. Berbagai indoktrinasi
dilakukan oleh pemerintahan Soeharto melalui
Penataran P4, Kewiraan untuk mahasiswa, pendidikan
Lemhanas untuk pegawai eselon I dan II, dan
sebagainya.

Militerisasi dan Militerisme
Militerisme telah menjadi wacana populer di kalangan
publik yang anti-Dwifungsi ABRI di Indonesia.
Militerisasi dan militerisme dipahami banyak orang
sebagai bentuk yang sama, yaitu dominasi dan
intervensi militer dalam seluruh sektor kehidupan
masyarakat. Dominasi militer dalam kehidupan
masyarakat akan melahirkan pemerintahan yang
militeristik.
Militerisme erat kaitannya dengan penggunaan
kekerasan dalam pemerintahan dan dalam
masyarakat. Militerisme berarti pula merasuknya nilai-
nilai, sikap, dan perilaku militer dalam pemerintahan
dan masyarakat, seperti komando, hirarkhi, disiplin,
pemaksaan, loyalitas, kekompakan, dan sebagainya.

Militerisasi artinya militer masuk dan melakukan
intervensi kedalam dunia politik yang sebenarnya
menjadi urusan kaum sipil. Intervensi militer inilah
yang menimbulkan tumbuhnya rezim otoriter atau
rezim militer . Kemudian terjadi internalisasi nilai-
nilai, ideologi, perilaku, organisasi, dan wacana
militer kedalam kehidupan sosial atau masyarakat
sipil.

Menjamin kelahiran demokrasi di ujung transisi yang
serba tidak menentu seperti sekarang meniscayakan
pembersihan intervensi dan ekspansi militer baik
sebagai aspek maupun person; nilai-nilai maupun
lembaga, dari seluruh ranah kehidupan
kemasyarakatan yang non-militer. Oleh karena,
demokrasi sebagai institusi sekaligus kode perilaku
berseberangan jalan dengan militer dari sisi apapun.
Demokrasi tidak akan tegak apabila jabatan-jabatan
publik masih diduduki oleh tentara; lembaga militer
diterima sebagai kekuatan politik alternatif; dan
perilaku-perilaku militeristik diterima dan tumbuh
subur di tengah kehidupan masyarakat.

Militerisasi di Indonesia dimulai dengan masuknya
militer ke wilayah politik. Hal ini dilakukan oleh
kalangan perwira yang mengambil-alih urusan-urusan
non-militer . Kemudian militer merambah ke wilayah

Gerakan Perempuan Menolak
Militerisme
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Fokus Utama

kehidupan sipil lainnya, seperti ekonomi, yang
menjadi landasan material bagi kekuasaan mereka di
ranah politik. Ekonomi menjadi sumber keuangan
untuk membeayai kehidupan sehari-hari tentara.

Tabel 1. Jaringan P erusahaan Angkatan Darat di Bawah
“Yayasan Kartik a Eka Paksi”

No    Nama Perusahaan dan Sektor Usahanya

1 PT Aerokarto Indonesia
2 PT Asuransi Cigna Indonesia (Asuransi)
3 PT Cilegon Fabricators (supplier)
4 PT Kayan River Indah Timber Plywood(Plywood)
5 PT Kultujaya Tri Usaha
6 PT Lukita Wahana Sari
7 PT Meranti Sakti Indah Plywood (Perkayuan)
8 PT Meranti Sakti Indah
9 PT Mina Mulia Djaya Bhakti
10 Panca Usaha Palopo Plywood (perkayuan)
11 PT Pondok Indah Golf
12 PT Privat Development Finance Company Ofina
         (keuangan)
13 PT Sinkora Indonesia Lestari
14 PT Sumber Mas Indonesia (HPH)
15 PT Sumber Mas Timber (kayu)
16 PT Tri Usaha Bhakti (Truba) Anugerah
        elektronika (konstruksi)
17 PT Truba Gatra Perkasa
18 PT Truba Jurong Engineering (konstruksi)
19 PT Truba Jurong Engineering Pte. Ltd.
        (kontraktor)
20 PT Truba Sadaya industri (industri)
21 PT Sakai Sakti (konstruksi)
22 PT Kayan River Timber Product (kayu)
23 PT Sempati Air (penerbangan)
24 PT International Timber Cooperation Indonesia
        (HPH)
25 PT Bank Artha Graha (perbankan)
26 PT Danayasa Artha (property)

Sumber:  Iswandi, Bisnis Militer Orde Baru , Rosdakarya,
Bandung, 1998.

Tabel 2.Jaringan P erusahaan Angkatan Laut di
Bawah “Yayasan Bhumyamca”

No      Nama Perusahaan dan Sektor Usahanya

1 PT Bhumyamca Sekawan (commercial estate)
2 PT Admiral Line (pelayaran laut dalam)
3 PT Yala Trada (perdagangan)
4 PT Yala Trada Kurnia (perkebunan)
5 PT KGA (perkebunan tebu)
6 PT Bank Bahari (perbankan)
7 PT Dok Koja Bahari (galangan kapal)
8 PT ATMI (elektronika)
9 PT Halmahera Kay (perkayuan)

10 PT Bhumyamca Film (perfilman)
11 PT Persada Angkasa (konstruksi)
12 PT Samudera Guna Maritim Utama Konstruksi
         (konstruksi)
13 PT Yala Gada (penyelaman bawah air)
14 PT Yala Laut (penyebrangan Ferry Bali
           Banyuwangi)
15 PT Yala Gitatama (EMKL)

Sumber: Iswandi, Bisnis Militer Orde Baru , Rosdakarya,
Bandung, 1998.

Tabel 3.Jaringan P erusahaan Angkatan Udar a di
Bawah “Yayasan Adi Upaya”

No Nama Perusahaan dan Sektor Usahanya

1 PT Chandra Dirgantara (spare part
         pesawat terbang)
2 PT Upaya Guna Dirgantara (petikemas)
3 PT Kresna Puri Dirgantara (pelayanan jasa)
4 PT Dirgantara Husada (kimia)
5 PT Padang Golf Halim
6 PT Persada Purna Wira (jasa)
7 PT Surya Dirgantara
8 PT Purna Wira Sarana

Sumber: Iswandi, Bisnis Militer Orde Baru , Rosdakarya,
Bandung, 1998.

Tabel 4.Jaringan P erusahaan di Bawah “Y ayasan
Brata Bhakti”

No Nama Perusahaan dan Sektor Usahanya

1 PT Tansa Trisna (perdagangan, kayu, kimia,
        udang)
2 PT Bhara induk (HPH, garmen)
3 PT Braja Tama (perdagangan)
4 PT Bhara Union (perdagangan umum, HPH)
5 PT Asuransi Bhakti Bhayangkara (asuransi)
6 PT Sapta Pirsa Mandiri (klaim asuransi)

Sumber: Iswandi, Bisnis Militer Orde Baru , Rosdakarya,
Bandung, 1998.

Bahaya Militerisme
Mengapa orang menolak militerisme di Indonesia?
Ada berbagai alasan penolakan itu. Dari tindak
kekerasan yang militer lakukan selama ini, banyak
pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi.
Pelanggaran itu beraneka ragam jenis dan
bentuknya.

Berbagai pelanggaran itu telah menorehkan luka
batin yang amat memedihkan bagi generasi korban
Orde Baru. Pelanggaran berat, kejahatan
kemanusiaan, dan kekuasaan yang korup tetap
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menjadi tumpukan peristiwa yang membekas kuat
dalam memori kolektif generasi ini. Dengan berbagai
jenis dan bentuk pelanggaran kemanusiaan itu, yang
merasakan dampak langsung kekerasannya ialah para
perempuan dan anak-anak. Di daerah-daerah konflik,
korban kekerasan dialami kaum perempuan. Mereka
hidup dengan beban dan penderitaan yang berat di
tengah hari-hari yang ber-simbah darah. Di mata para
korban pelanggaran HAM dan kalangan yang kritis
atas kekuasaan negara, dominasi militer telah
menimbulkan banyak derita, korupsi, dan kriminalitas
lainnya.

Kekerasan berkaitan dengan ketidakberadaban
(uncivility ). Keberadaban (civility ) bisa dimaknai
sebagai toleransi, pluralisme, kompetisi, kesetaraan,
dialog, dan kompromi. K ekerasan yang muncul di
tengah masyarakat berjalin dengan nilai, etika,
ideologi, wacana, perilaku yang gandrung
menyelesaikan segalanya dengan fisik atau
kekerasan.

Karenanya, gerakan masyarakat sipil menolak
ketidak-
beradaban itu. Di Indonesia, gerakan perempuan,
yang di satu sisi memperjuangkan kepentingannya
yang khas, di sisi lain menjadi bagian dari gerakan
masyarakat sipil, harus berhadapan dengan kekuasaan
negara yang didominasi oleh kalangan militer . Bahkan
dalam pemerintahan transisional kini, dominasi itu
tidaklah hapus begitu saja. Militer masih ada di
mana-mana di dalam pemerintahan kita dan
mendikte penguasa sipil dalam pengambilan
keputusan mendasar bagi keberlangsungan hidup

Tabel.5 Kejahatan Kemanusiaan oleh militer selama Orde Baru

   Peristiwa Kasus Tahun Korban Keter angan
   G 30 S Pembantaian Massal 1965 500 ribu jiwa Kasus Politik
   Papua Pembantaian Massal 1970-1990  8000 ribu jiwa Dituduh GPK
   Timor Pembantaian 1973-1998 300 ribu jiwa Dituduh GPK
   DOM  Aceh Pembantaian Massal 1980-1990 30 ribu jiwa Dituduh GAM
   Tanjung Priok Pembantaian Massal 1984 250 jiwa Kasus Politik
    Makassar Penolakan Tarif 1985 4 mahasiswa Tuntutan Mahasiswa
   Haur Koneng Tanah 1993 25 orang Dituduh PKI
   Talangsari Lampung Warsidi 25 orang Dituduh GPK
   Waduk Nipah Pembuatan 47 orang Dituduh PKI
   Badega Penggusuran Petani 230 KK Perampasan Tanah

dengan kekerasan
  Kedung Ombo Pembuatan Waduk 1000 KK Perampasan Tanah

dengan kekerasan
  Marsinah Pembunuhan 1994 1 orang Tuntutan buruh
   Udin (Wartawan bernas) Pembunuhan 1 orang Pemberitaan
  27 Juli Kompetisi Politik 1996 30 orang Kasus Politik
  Trisakti Turunkan Harga 1998 4 orang Tuntutan Mahasiswa
  Tim Mawar Penculikan Aktivis 1996-1997 22 orang Kasus Politik
 13-14 Mei Kerusuhan 1998 Ribuan Jiwa 50 perempuan etnis

Cina diperkosa
  Lainnya 1970-1990 1 juta jiwa Dituduh PKI/NIIGPK

Sumber : Pembebasan, No.13/Th.IV/Juni 2004 rakyat dalam berbagai segi, termasuk kepentingan
kaum perempuan. Sejak ORBA berkuasa, gerakan
perempuan telah mengalami penghancuran yang luar
biasa karena meniadakan organisasi-organisasi
perempuan yang pernah ada sebelumnya, yang turut
dalam menentukan perjalanan bangsa ini.
Penghancuran suatu organisasi berarti penghancuran
platform programnya, kegiatan-kegiatan-nya, visi-misi,
prinsip perjuangan, tujuan, dan yang fatal ialah
pemberangusan manusia-manusianya.
Beberapa alasan mendasar mengapa militerisme
berbahaya bagi gerakan perempuan:

· Racun yang dihasilkan persenjataan militer
membahayakan lingkungan dan kesehatan
reproduksi (pembuatan senjata kimia dan
biologis). Pangkalan perang dan industri
persenjataan dapat mencemari udara,
tanah, dan air.

· Adanya pangkalan perang meningkatkan
pelacuran. Di beberapa negara yang ada
pangkalan perangnya, angka pekerja seks
komersial meningkat. Di Thailand misalnya,
tahun 1966 jumlah PSK 1246 kemudian
pada tahun 1972 menjadi 6234 PSK. Di
Indonesia, ketika konflik merebak di
beberapa daerah (Aceh, Maluku, Poso,
Papua) gejala pelacuran meningkat. Oleh
karena, kebutuhan seks para tentara
meninggi selama masa perang.

· Militerisme meningkatkan kekerasan
terhadap perempuan. Dalam perang atau
konflik militer melakukan pemerkosaan
sebagai alat pemusnahan suatu etnik atau
kelompok masyarakat tertentu. Di Bosnia,
hampir 20.000 perempuan menjadi korban
pemerkosaan tentara Serbia pada tahun
1990.
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· Militerisme memboroskan dana yang
diperlukan oleh masyarakat. Perang,
darurat militer atau apapun namanya
selalu menghabiskan dana rakyat.

· Militerisme dan pendudukan militer
membatasi ruang gerak untuk melakukan
kegiatan. Pembatasan ruang gerak untuk
melakukan kegiatan  selama masa perang
atau konflik dengan membuat pagar duri,
blok, pos periksa atau penjagaan, dan
sebagainya. Di daerah-daerah konflik di
Indonesia, diperlakukan jam malam dan
operasi-operasi yang ketat terhadap
masyarakat sipil. Pembatasan ataupun
pelarangan dilakukan oleh militer untuk
membatasi akses masyarakat sipil
memperoleh makanan, kerja, dan
pengobatan. Untuk perempuan yang sakit,
terluka, dan melahirkan atau hamil, akan
membahayakan kehidupan mereka. Di
Israel, terdapat 35 kasus kematian pada
tahun 2000 akibat dibatasinya kegiatan
mereka oleh militer Israel.

· Militerisme meningkatkan rasisme dan
kegiatan anti-imigran. Tidak rahasia lagi
bahwa militerisme menyuburkan
prasangka rasisme atas nama kebangsaan.
Penahanan orang berbangsa tertentu
dalam perang, atau penangkapan orang-
orang Timur Tengah di Amerika pasca
pemboman menara kembar 11 September
2002. Amerika memberlakukan pelarangan
ketat terhadap para imigran resmi maupun
pencari suaka politik. Kalangan perempuan
imigran mengalami perlakuan diskriminatif
dan kekerasan negara.

· Militerisme membungkam perempuan.
Selama perang, suara pertama yang
dibungkam dari telinga masyarakat ialah
suara perempuan. Pasca pemboman 11
September 2002, suara perempuan yang
menyerukan perdamaian melalui aksi-aksi
jalanan dihapus oleh media dengan
menyuarakan pidato-pidato George Bush.
Hampir 48% perempuan Amerika
menyatakan pendapat agar tidak dilakukan
aksi militer usai peledakan itu.

· Militerisme melarang hak prajurit
perempuan untuk menggugurkan
kandungannya. Prajurit perempuan di
Amerika tidak diizinkan undang-undang
untuk melakukan pengguguran kandungan,
apabila terjadi kehamilan tak dikehendaki.

· Militerisme mendorong penghapusan hak
pilih. Militerisme mendorong negara
memusatkan perhatiannya pada dukungan
keamanan dan program militer . Kebijakan
ini meniadakan keputusan politik

pemerintah terhadap kepentingan
perempuan, misalnya berkaitan dengan
kesehatan reproduksi, pendidikan,
perumahan, pangan, dan lainnya.

Dengan melihat konteks gerakan perempuan secara
menyeluruh, maka upaya untuk memberdayakan
dan penguatan kaum perempuan dari sisi politik,
ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan amat
bertentangan dengan militerisasi ataupun
militerisme yang berkembang di Indonesia. Apalagi
dalam konteks keadilan dan perdamaian secara
menyeluruh di tanah air . Melalui pendekatan yang
terpadu, yang memberikan pemahaman
menyeluruh tentang keadilan gender , lingkungan
hidup, ekonomi, politik, budaya dan hak asasi
manusia, gerakan perempuan dapat berkiprah
mewujudkan dunia yang damai dan berkelanjutan
di masa mendatang. (HG)

Sumber:
1.Sutoro Eko (ed.), Masyarakat Pascamiliter:
Tantangan dan Peluang Demiliterisme di Indonesia,
IRE Yogyakarta, 2001.
2. Iswandi, Bisnis Militer Orde Baru, Rosdakarya,
Bandung, 1998.
3. Ryn Gluckman (ed.), Militarized Zones: Gender ,
Race, Immigration, Environment, paper ,
IMEGE Task Force, USA, 2003-2004.

Kalyanamitra/DY
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Opini
Militerisme dan Ideologi

Konco Wingking :
Gerakan Protes Perempuan

sejak 1980-an
Oleh: Ruth Indiah Rahayu*

Bagi kaum perempuan Indonesia
haruslah kita peringatkan pula,

bahwa persamaan hak dan persamaan derajat
janganlah dipandang sebagai cita-cita penghabisan

hendaknya!
(Soekarno dalam buku “Di Bawah Bendera Revolusi”)

Militerisme berwatak merendahkan perempuan.
Watak ini juga terbentuk dalam pemikiran para
perwira ataupun para pemimpin Indonesia yang
menggunakan cara-cara militer dalam proses
memerintah negaranya. Sejak Perang Dunia II dan
Jepang menduduki Indonesia, tradisi Jepang yang
berlandaskan semangat bushido, yakni semangat
mengabdi pada tanah air, disosialisasikan ke dalam
pemikiran pegawai birokrasi sipil dan kaum muda
yang diorganisir Jepang ke dalam satuan institusi
kemiliteran. Tujuannya adalah memobilisasi massa
untuk melayani seluruh kebutuhan Jepang berperang.
Semangat bushido militer Jepang terbentuk sejak
abad 19 pada saat budaya politik kaum feodal masa
itu didominasi tradisi kemiliteran kaum Samurai.
Unsur-unsur samurai tersebut, bertemu dengan unsur-
unsur kemiliteran yang terdapat dalam tradisi ksatria
Jawa. Dalam pandangan samurai maupun ksatria,
posisi perempuan berada di “garis belakang” sebagai
pendukung kaum yang berperang.

Perempuan juga dituntut kesediaan berkorbannya
berupa rahim dan seksualitasnya. Simbolisasi rahim
dan seksualitas dalam kehidupan sehari-hari
dikonkritkan ke dalam kegiatan yang meliputi jenis
kerja manak, macak, masak1. Pekerjaan manak
menjelaskan tugas perempuan untuk regenerasi,
macak dimaksudkan sebagi usaha memelihara unsur
seksualitasnya agar tetap memikat, dan masak punya
arti bahwa kaum perempuan ditugaskan untuk
mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan
kesejahteraan lambang penguasa dan regenerasi.
Ketiga jenis pekerjaan perempuan ini wilayahnya di
garis belakang yang dalam konsepsi Jawa disebut
konco wingking.

Pada masa rezim Orde Baru, dasar-dasar nilai
kekoncowingkingan ini terdapat dalam Serat Centini
mengenai “Lima Tugas Perempuan” 2 terhadap suami
yang dilambangkan sebagai penguasa perempuan.

“Lima Kewajiban Perempuan” itu dalam versi Orde
Baru disebut Panca Dharma Wanita 3 Dengan demikian,
militerisme di Indonesia merupakan kristalisasi tradisi
militer Jepang dengan tradisi militer Jawa, yang
punya korelasi dengan pengabsahan nilai-nilai konco
wingking bagi perempuan.

Pembentuk an Organisasi Konco Wingking
Pembentukan organisasi perempuan yang
berlandaskan ideologi konco wingking, menilik
sejarahnya mempunyai kaitan dengan keinginan
militer berperan serta dalam kehidupan politik
negara.

· Tahap I: Persiapan Memasuki Arena Politik
Untuk mengobati rasa kecewa pihak Angkatan
Darat dan beberapa partai politik tertentu yang
kalah dalam pemilu 1955, pada tanggal 21
Februari 1957 Bung Karno mengeluarkan
“konsepsi politik” 4 yang berisi 1) pembentukan
kabinet “kaki empat” (Masyumi, PNI, NU dan PKI),
2) pembentukan Dewan Nasional (Denas) yang
dipimpinnya sendiri beranggotakan empat kepala
staf Angkatan, wakil-wakil golongan fungsional
dan daerah. Melalui Denas inilah golongan
fungsional yang kemudian berubah nama menjadi
Golongan Karya mengembangkan posisinya
memasuki lembaga politik, dan tentu saja
memuluskan peranan politik ABRI dalam “dwi
fungsinya”.Sejalan dengan keberhasilannya, yang
dilegitimasi oleh UUD 45 untuk masuk ke arena
eksekutif dan legislatif ini, maka konsolidasi lebih
lanjut ialah peleburan ketiga satuan angkatan
perang dan kepolisian menjadi ABRI. Peleburan ini
ternyata berpengaruh pada “nasib” organisasi istri
angkatan perang dan kepolisian. Persit yang
kemudian dirubah nama menjadi Kartika candra
Kirana (Organisasi istri AD), Pia Ardhya Garini
(Organisasi istri AU), Yalasenastri (Organisasi istri
AL), dan Bhayangkari (organisasi istri polisi), yang
semula berdiri otonom, sejak tahun 1964
dipersatukan dalam Badan Kerja Sama (BKS)
Dharma Pertiwi dan sejak 1966 bernaung di bawah
pembinaan HANKAM ABRI. Kemudian pada tahun
1972 BKS berubah menjadi “Dharma Pertiwi”.

· Tahap II: Putsch 5 1 Oktober 1965
Pada 1 Oktober (dinihari) 1965, Achmad Yani dan
kawan-kawannya diculik dan dibunuh oleh prajurit
Cakrabirawa, yang mengatasnamakan Gerakan 30
September. Koran-koran, terutama koran ABRI
seperti Berita Yudha, memunculkan head line
yang menyatakan keterlibatan Gerakan Wanita
Indonesia (Gerwani) dalam peristiwa tersebut.
militer menyatakan bahwa Gerwani adalah
pelacur yang bejat moral, yang telah menyiksa
seksualitas para jenderal sebelum membunuhnya
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sambil menari-nari telanjang. Sejak itu Gerwani
dijadikan  preseden buruk bagi organisasi
perempuan yang bekerja di garis massa.

· Tahap III: Pengambilalihan Kekuasaan secar a
Inkonstitusional

Selama masa 1966-1968 Soeharto dan
kelompoknya berhasil mengantongi Supersemar
dari Soekarno, yang isinya adalah mandat dari
Soekarno untuk melakakuan pemulihan
keamanan.

Pada Sidang Istimewa DPR tahun 1966 untuk
pemilihan presiden, Soeharto terpilih menjadi
presiden RI kedua menggantikan Soekarno yang
saat itu berstatus tahanan rumah. P residen
terpilih ini kemudian mengadakan “konsensus
nasional” dengan sejumlah ormas untuk
memastikan loyalitas dan dukungan terhadap
Orde Baru dengan “kesepakatan” kembali ke
Pancasila dan UUD 45 secara murni dan
konsekuen.

“Konsensus nasional” dengan organisasi-organisasi
perempuan dijalin melalui KOW ANI. Pada tanggal
30 Mei-1 Juni 1966, payung organisasi-organisasi
perempuan seluruh  Indonesia ini menggelar
Kongres Luar Biasa di Gedung Wanita jalan
Diponegoro 26 Jakarta. Kongres tersebut
menghasilkan resolusi yang menyatakan dukungan
terhadap pemerintahan yang sah, yaitu Orde
Baru, dan kembali ke Pancasila serta UUD 45
secara murni dan konsekuen.

Selain itu KOWANI bertekad untuk melaksanakan
fungsi sebagai persatuan dan kesatuan organisasi
perempuan yang menjadi acuan organisasi
perempuan yang “progresif revolusioner” dengan
menyelesaikan tiga tugas utama perempuan
revolusioner yaitu pengabdian sebagai istri,
sebagai ibu rumah tangga, dan sebagai ibu
bangsa; perjuangan melaksanakan persamaan hak
antara laki-laki dan perempuan dan perjuangan
membentuk masyarakat sosialis yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila.

· Tahap IV: Penegakan kekuasaan Orde Baru
Masa ini berlangsung sekitar tahun 1968-1970,
Orde baru yang merupakan koalisi militer ,
teknokrat dan penguasa di bawah pimpinan
Jenderal Soeharto melakukan depolitisasi massa.
Depolitisasi massa dilakukan dengan cara
meminimalkan partai-partai politik yang
jumlahnya belasan dengan cara fusi berdasarkan
kesamaan asas partai.

ABRI yang minta dimasukkan sebagi golongan
fungsional, otomatis masuk anggota Golkar.
Otomatis pula anggota Dharma Pertiwi menjadi
anggota Golkar. Pada pemilu 1971, suami istri ini
dikerahkan untuk mobilisasi massa atau kampanye
guna memenangkan pemilu.

· Tahap V: Pemantaban Kekuasaan Orde Baru
Masa tahun 1970-1984 disebut masa pemantaban
kekuasaan yakni setelah Golkar keliuar sebagai
pemenang pemilu dan Soeharto terpilih kembali
sebagai presiden RI. Untuk mengontrol massa agar
tetap berada di jalur Golkar , penguasa
menciptakan atau meresmikan ormas-ormas. Pada
tahun 1974, sekitar 19 organisasi istri pegawai
pemerintah dilebur ke dalam satu wadah yang
bernama Dharma Wanita. Organisasi ini masuk ke
dalam struktur kedinasan pemerintah, dengan
kegiatan-kegiatan yang merujuk pada tugas
suami. Perstrukturan organisasinya mengacu pada
Dharma Pertiwi, yakni kegiatan organisasi
mengikuti komando dari birokrasi pusat, dimana
pimpinan birokrasi bertugas sebagai pembina dan
pengontrol jalannya organisasi.
Tahun 1975 pemerintah Indonesia diwakili oleh
KOWANI mendapat undangan untuk mengikuti
Konferensi Perempuan I sedunia di Mexico City
yang menghasilkan resolusi bahwa negara-negara
anggota PBB punya keterikatan untuk
mengintegrasikan perempuan dalam
pembangunan. Pelaksanaan ini merujuk pada
konsep women in development (WID). Kebijakan
PBB untuk kaum perempuan ini segera disambut
oleh Indonesia dengan memasukkan agenda ke
dalam GBHN pada Pelita III. Untuk mengurus
program ini dibentuk kementrian muda Urusan
Peranan Wanita.

Antara pelaksanaan program WID dengan kegiatan
organisasi istri ABRI dan pegawai pemerintah
berjalan terpisah. Setidaknya semangat untuk
meningkatkan status perempuan tidak menyentuh
kesadaran dan keberadaan organisasi istri. Dengan
demikian, penguasa berhasil membuat ‘rambu-
rambu” pembatas bagi perempuan untuk tidak
menjadi militan dan progresif mulai dari
pemciptaan norma Panca Dharma Wanita, UU
perkawinan dan stigmatisasi Gerwani.

· Tahap VI: Pelestarian Kekuasaan Orde Baru
Untuk melestarikan kekuasaannya, Soeharto
membangun “kaki-kaki penyangga” yang lebih
dipercayakan kepada anggota keluarga dan
kroninya. Pertama, Tutut dilatih dalam arena
bisnis dan pekerjaan sosial, kemudian mulai
memasuki arena politik, yakni menjadi orang kuat
di Golkar dan otomoatis terpilih sebagai anggota
legislatif. Sekalipun perempuan, Tutut tidak
pernah bicara tentang persoalan perempuan
apalagi menunjukkan sikap pembelaan. Kedua,
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tahun 1984 program PKK diresmikan sebagai
organisasi korporatis negara untuk mewadahi,
memobilisasi dan mengontrol atau membina
kegiatan perempuan yang bukan istri ABRI dan
pegawai pemerintah. PKK menjadi alat politik
ketika dicantumkan dalam GBHN Pelita IV. PKK
juga menjadi medium untuk mobilisasi perempuan
di kalangan ekonomi rendah. Ketiga,
mengerahkan keluarga dan kroninya memasuki
arena legislatif. P ara pejabat negara, ABRI
maupun pemerintah, yang terpilih menjadi
anggota MPR/DPR, membawa serta istri mereka.
Otomatis adalah pimpinan Dharma Wanita dan
Dharma Pertiwi masuk arena legislatif, sebagai
unsur golongan fungsional. Gejala mobilisasi
keluarga masuk arena legislatif ini semakin
tampak pada saat pemilihan presiden 1977 yang
dimenangkan oleh Soeharto.

Perlawanan Organisasi P erempuan Indonesia
Ideologi konco wingking yang diwujudkan ke dalam
bentuk Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan PKK,
diciptakan untuk memobilisasi kekuatan perempuan
yang mendukung kekuasaan rezim militer di
Indonesia. Kesuksesan rezim Orde Baru dalam hal ini
dilakukan melalui rangkaian tahapan yang berintikan,
pertama, proses pengambilalihan organisasi
perempuan dari kekuatan perempuan dan
meleburkannya ke dalam sistem kekuasaan rezim
Orde Baru. Kedua, memaksakan ideologi konco
wingking yang digali dari tradisi  feodal Jawa, sebagai
kebenaran tunggal. Proses pengambilalihan itu dapat
terjadi secara kekerasan, mulai dari pemaksaan,
manipulasi sampai penghancuran ke akar massanya.
Dalam kepentingan ini Gerwani dikorbankan untuk
materi kampanye yang bertujuan menghancurkan
mental progresif organisasi perempuan secara umum.
Sebuah preseden buruk itu adalah senjata bagi Orde
Baru untuk melakukan depolitisasi perempuan dan
menciptakan organisasi perempuan tanpa basis
massa. Keadaan “mengambang” memudahkan usaha
mobilisasi kaum perempuan untuk kepentingan
kekuasaan.

Praktek otoritarian Orde baru tersebut, pada
perkembangannya melahirkan perlawanan kaum
perempuan. Mulanya dimotori oleh perempuan kelas
menengah dengan mendirikan LSM dan kelompok
diskusi mahasiswa. Hingga saat ini gerakan LSM
perempuan dan kelompok mahasiswa perempuan
masih bergerak pada tataran elitis dengan watak
kegiatan khasnya yakni kampanye. Kegiatan
kampanye memang berhasil menjangkau pemikiran
kelas menengah, termasuk yang kelas menengah
“mapan”, seperti akademisi, peneliti, jurnalis,
mahasiswa, pekerja iklan, barangkali karena konsep
feminisme yang diperkenalkan para feminis Indonesia
berasal dari kelas menengah di negara maju yang
mapan pula.

Persoalannya, pertama, ketika kegiatan kampanye itu
dilakukan oleh organisasi yang mengambang, hasilnya
tentu saja di ambang batas. Dalam arti, seluruh
persoalan yang diperjuangkan berkisar di tingkat
media massa, atau pertemuan para aktivis.
Sementara massa perempuan yang mungkin memiliki
persoalan sebagaimana yang dikampanyekan tidak
merasa sedang diperjuangkan kepentingannya.
Persoalan kedua, watak kampanyenya masih reaktif,
tergantung pada isu yang sedang berkembang. Contoh
itu dapat dipelajari ketika terjadi peristiwa perkosaan
keluarga Acan di Jakarta Timur sekitar tahun 1994.

Peranan media massa dan LSM perempuan untuk
mempublikasikan persoalan ini cukup besar. Empati
dan opini massa terhadap pelaku perkosaan. Namun,
tergeraknya empati massa itu hanya berlangsung
selama media massa memberitakan kasus perkosaan
tersebut, karena LSM perempuan tidak segera
membuat sistem yang dapat memindah bentuk
empati ke bentuk tindakan kolektif. Hingga akhirnya
persoalan tersebut menghilang ditelan oleh persoalan
lainnya yang “baru”. Demikianlah LSM perempuan
menjadi kekuatan yang reaktif, terseret oleh
aktualitas isu, baik dari aspek perempuan maupun
aspek lainnya yang lebih luas seperti demokratisasi
dan pemilu.

Sebagai produk massa mengambang para aktivis LSM
perempuan ini menjadi “pemimpin” yang
mengambang pula. Pemimpin yang mengambang
bukanlah pemimpin massa, melainkan terdiri dari
figur-figur populer , atau tenaga ahli, seperti
konsultan dan peneliti. P opularitas figur-figur pada
dasarnya diciptakan oleh media massa, karena
kegiatan kampanye yang dilakukan itu menjadi bahan
berita. Sedangkan para tenaga ahli yang telah
disebutkan tadi diciptakan oleh kepentingan lembaga
donor atau NGO Internasional yang mempekerjakan
mereka untuk membantu perencanaan dan evaluasi
LSM perempuan yang didanainya. Akibatnya, para
“figur mengambang” ini mudah terserap dan
ibaratnya, “figur mengambang” ini seperti straight
news; diciptakan lembaga donor seperti teknokrat.

Melihat kondisi subjektifnya, barangkali pekerjaan
LSM perempuan masih jauh untuk dapat
menghancurkan ideologi konco wingking sampai ke
akar-akarnya. Usaha ke arah sana membutuhkan
kekuatan besar yang berakar pada massa perempuan,
hingga menuntut dirumuskan kembali taktik dan
strategi berorganisasi. Lagipula untuk menghancurkan
ideologi konco wingking, kaum perempuan
membutuhkan front yang luas, yang meliputi
sejumlah elemen kekuatan sosial dan politik lainnya.

*Aktivis Perempuan, Jakarta
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Catatan Kaki:
1 Prinsip kerja perempuan ini hampir terjadi di semua
kebudayaan dengan istilah yang berbeda-beda. Misalnya,
pada zaman fasisme Nazi (Jerman) dipopulerkan dengan
istilah
kinder, kunder, kirsche
2 Isteri yang sempurna disimbolkan dengan Lima Jari
Tangan. Jari telunjuk melambangkan bahwa istri tidak
boleh memerintah suami, jari tengah punya arti bahwa
istri berkewajiban mengunggulkan-unggulkan derajat dan
martabat suaminya, jari manis artinya bahwa istri harus
bersikap manis terhadap suami, jari kelingking punya arti
bahwa perempuan harus pandai mengelola uang pemberian
suami.
3 Istri yang sempurna berkewajiban untuk mendampingi
suami, melahirkan dan merawat anak, mengatur keuangan
rumah tangga, boleh bekerja asalkan hanya pencari nafkah
tambahan, boleh berorganisasi selama organisasi sosial.
4 Lihat Ulf Sundhaussen, Politik Militer Indonesia 1945-
1967-Menuju Dwi Fungsi ABRI, LP3ES, Jakarta, cetakan
pertama 1986. Lihat juga, AH Nasution Memenuhi Panggilan
Tugas Jilid 3: masa Pancaroba Pertama, PT Gunung Agung,
Jakarta, 1983.
5 Istilah ini dipergunakan Saskia Wieringa untuk menyebut
peristiwa 1 Oktober 1965 dalam disertasinya yang berjudul
The Politization Gender Relation in Indonesia: the
Indonesin Women Movement and Gerwani until The New
Order.

Ideologi konco wingking yang
diwujudkan ke dalam bentuk

Dharma Wanita, Dharma
Pertiwi dan PKK,
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Feminisme sebagai Filosofi P olitik
Dalam konteks tertentu, masalah feminisme selalu
hadir, khususnya selama perempuan tetap
tersubordinasi. Feminisme sendiri menentang proses
subordinasi tersebut. Terkadang perlawanannya
bersifat kolektif dan dengan penuh kesadaran.
Namun, kerap pula perlawanannya bersifat sendiri-
sendiri dan dengan setengah kesadaran. Perempuan
hanya dilihat perannya secara sosial melalui
kemalangan, kecanduan obat dan alkohol bahkan
kasus kegilaan. Bagaimanapun dalam kurun waktu dua
sampai tiga ratus tahun terakhir ini, hal itu telah
menumbuhkan gerakan feminis yang nyata dan
tersebar luas dan mencoba melakukan perlawanan
dengan cara yang terorganisir menentang penindasan
terhadap perempuan.

Pertama kali suara feminisme terdengar di daratan
Inggris pada abad ke-17. Dua ratus tahun kemudian,
lebih banyak suara mulai bicara secara berkelompok.
Selanjutnya, terdengar pula di P erancis dan Amerika
Serikat. Feminisme yang terorganisir muncul saat
transformasi ekonomi-politik kapitalisme terjadi,
yaitu ketika industri mulai berkembang di Inggris,
Perancis, dan Amerika Serikat yang mengadopsi
sistem politik demokrasi perwakilan. P erubahan
ekonomi dan politik secara drastis ini merubah situasi
perempuan dan cara merasakan situasi tersebut.
Kebanyakan perubahan ini merupakan hasil
transformasi signifikan ekonomi dan politik keluarga.

Awal periode modern, proses produksi diorganisir
melalui rumah tangga. Dan, kalangan keluarga
bangsawan masih memiliki pengaruh politik yang
penting meskipun sistem feodal telah digantikan oleh
negara yang tersentralisir . Dalam keanggotaan
keluarga, perempuan terjamin statusnya baik dalam
proses produksi maupun pemerintahan. Meskipun
demikian, status itu lebih rendah daripada laki-laki.
Perempuan kalangan bangsawan sangat menikmati
kekuasaan politiknya melalui pengaruhnya terhadap
keluarga mereka. Dan, perempuan yang telah
menikah yang bukan dari kalangan bangsawan
memiliki kekuasaan dalam bidang ekonomi di
keluarganya karena proses produksi dikelola melalui
rumah tangga.

Era pra industri, sebagian besar perempuan
terintegrasi secara solid dalam sistem kerja produktif
yang diperlukan untuk kelangsungan hidup
keluarganya. Masa ini, perawatan anak dan segala
sesuatu yang kita kenal dengan pekejaan domestik
hanya sebagian dari waktu kerja perempuan. Sebagai
tambahan tugas domestik ini, sebagian besar
perempuan memberi kontribusi penting untuk proses
produksi pangan melalui beternak unggas dan lebah;
membuat susu, menanam sayuran; mereka

bertanggung jawab atas proses dan pengawetan
pangan; memintal kapas dan wol lalu menjahit atau
merajutnya menjadi pakaian; membuat sabun dan
lilin, mengakumulasikan pengetahuan obat-obatan
dan memproduksi ramuan tumbuh-tumbuhan yang
manjur. Kontribusi penting perempuan bagi
kelangsungan hidup masyarakat sangat jelas sehingga
tidak ada alasan untuk mempertanyakan kembali
tempat perempuan dalam masyarakat sebagai
kenyataan alamiah.

Dampak industrialisasi, bersamaan dengan tumbuhnya
negara demokrasi, meruntuhkan dan merombak total
hubungan tradisional yang telah terumuskan oleh
masyarakat praindustri. Industrialisasi
mentransformasi keluarga dan mengacaukan posisi
tradisional perempuan. P erempuan dari kelas yang
lebih tinggi kehilangan kekuatan politiknya dengan
kemunduran posisi keluarga aristokratis dan
tumbuhnya negara demokrasi. Demikian pula
perempuan dari kelas yang lebih rendah.
Industrialisasi telah memindahkan kerja tradsional
perempuan di rumah tangga ke pabrik. Sekalipun,
banyak perempuan bekerja di pabrik khususnya awal
periode industrialisasi. K erja tradisional yang
dimaksudkan ialah kontrol perempuan dikurangi pada
industri vital seperti pengolahan makanan, tekstil,
dan garmen. Penurunan kontribusi perempuan dalam
rumah tangga kemudian meningkatkan
ketergantungan mereka pada suami dan melemahkan
kekuatannya berhadapan dengan suaminya.

Pada saat yang sama, perubahan ekonomi dan politik
mengarah pada pembatasan status ekonomi dan
politik perempuan. Hal itu memberikan janji tentang
status baru perempuan. Salah satunya, tidak
menyebutkan soal keanggotaan keluarga. Misalnya,
pabrik dengan sistem upah dan kesempatan kerja
dibuka untuk perempuan. Hal ini awal kemerdekaan
ekonomi di luar rumah tangga yang terpisah dari
suami. Demikian juga, idealisme demokrasi baru yaitu
kesetaraan dan otonomi individu yang menyediakan
dasar bagi perubahan anggapan tradisional tentang
subordinasi perempuan oleh laki-laki. Hal yang
bertentangan dari pembangunan ekonomi dan politik
ialah bahwa posisi perempuan dalam masyarakat tak
lagi sebagai kenyataan alamiah. Malah, perempuan,
sebagaimana dimaksudkan kalangan Marxis dengan
istilah “persoalan perempuan”. P ersoalan tersebut
menunjukkan tempat perempuan dalam masyarakat
industri yang baru dan banyak jawaban diajukan oleh
kalangan feminisme yang terorganisir tentang itu.

Dalam dua atau tiga abad keberadaannya, feminisme
yang terorganisir tak lagi bicara dengan suara
tunggal. Sebagaimana feminisme awal muncul sebagai
respon terhadap perubahan kondisi masyarakat Inggris
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abad ke-17, maka perubahan lingkungan sejak itu
mendorong tampilnya tuntutan  kalangan feminis.
Misalnya, soal hak pilih dan keluarga berencana
merupakan sasaran kampanye mereka. Sebagian besar
kebangunan feminisme muncul akhir 1960-an dengan
gerakan pembebasan perempuan. Gerakan ini
melampaui semua gelombang feminisme sebelumnya,
dalam memperluas konsentrasi dan kedalaman
kritikannya. Gerakan itu lebih umum daripada
gerakan feminis sebelumnya, yakni dengan sajian
analisis yang multidimensi tentang penindasan
terhadap perempuan dan melimpahnya pandangan
mengenai pembebasan perempuan.

“Feminisme” berasal dari bahasa Perancis. Di Amerika
Serikat, feminisme dikenal sebagai “gerakan
perempuan” abad ke-19. Dalam arti, berbagai jenis
kelompok yang semua tujuannya sejalan ataupun
tidak, mengarah pada “kemajuan” posisi perempuan.
Ketika istilah “feminisme” diperkenalkan di Amerika
Serikat awal abad ke-20, hal itu hanya merujuk pada
kelompok khusus kegiatan yaitu advokasi hak asasi
perempuan. Kelompok yang menegaskan keunikan
perempuan, pengalaman misterius dari keibuan dan
kemurnian khas perempuan. Ehrenreich dan Inggris
menyebut trend dalam gerakan perempuan ini sebagai
“romantisme seksual”. Lawannya ialah

kecenderungan dominan “rasionalisme seksual”.
Berseberangan dengan feminis romantis, maka
feminis rasionalis seksual berpendapat bahwa
subordinasi perempuan tak rasional bukan karena
perempuan lebih lemah daripada laki-laki, melainkan
menyangkut persamaan dasar antara perempuan dan
laki-laki. Dalam konteks kini, makna “feminnisme”
abad ke-19 telah menghilang. Sekarang, feminisme
umumnya mengacu pada semua usaha yang mencoba,
tidak peduli latar belakang nya, untuk mengakhiri
subordinasi. Feminisme ini penggunaannya ditentang
oleh beberapa aktivis seperti Linda Gordon. Oleh
karena, kaum feminis menuntut agar usaha itu
menyentuh tiap aspek kehidupan. Istilah feminisme
membawa perubahan emosional yang kuat. Dalam
beberapa hal, ada makna yang merendahkan namun
ada yang menghargai. Pada gilirannya, beberapa
orang menyangkal istilah “feminis” terhadap mereka
yang menuntut dan yang memberikan kesetujuan
pada pihak yang menerimanya. Teori mereka masih
merupakan konsep keadilan. Dapat dikatakan bahwa
teori feminis belum cukup kuat jika masih bersifat
konseptual.

Gerakan pembebasan perempuan menjadi ragam
pokok feminisme masyarakat Barat kontemporer .
Beraneka nama gerakan demikian mencerminkan
konteks politik asal kemunculannya dan kata-kunci
yang membedakannya dari bentuk feminisme awal.
Feminisme awal menggunakan bahasa “hak” dan
“kesetaraan”, namun feminisme akhir 1960-an
menggunakan istilah “penindasan” dan “kebebasan”.
Istilah itu menjadi kata kunci untuk kalangan aktivis
politik. Dalam perkembangan gerakan pembebasan
(pembebasan kulit hitam, gay , pembebasan dunia
ketiga, dsb.) tak terhitung nilainya bahwa feminisme
itu menyatakan dirinya sebagai “gerakan pembebasan
perempuan”. P erubahan dalam bahasa merefleksikan
suatu perkembangan pemikiran yang bermakna di
dalam perspektif politik feminisme kontemporer .

Asal-usul istilah “penindasan” yaitu dari bahasa Latin
yang artinya, “menekan atas” atau “menekan
melawan”. Maksudnya, seseorang yang ditekan
mengalami pembatasan atas kemerdekaannya. Tidak
semua pembatasan atas kemerdekaan individu
bersifat penindasan. Seseorang tidak ditindas oleh
fenomena alam yang sederhana, seperti kekuatan
daya tarik bumi, salju, dan kekeringan. Malah,
penindasan merupakan hasil perantaraan manusia.
Secara manusiawi, itu memungkinkan pembatasan
kemerdekaan terhadap seseorang.

Tidak semua sifat yang membatasi  kebebasan
seseorang adalah penindasan. Penindasan harus
bersifat tidak adil. Andaikata anda berada di sebuah
kapal bersama sembilan orang lainnya, hanya ada
enam porsi makanan, lalu makanan tersebut dibagi
secara demokratis untuk kesepuluh orang yang ada

Tidak semua sifat yang
membatasi  kebebasan seseor ang

adalah penindasan.
Penindasan harus bersifat tidak adil.

Andaikata anda ber ada di sebuah
kapal bersama sembilan or ang

lainnya, hanya ada enam porsi mak anan,
lalu mak anan tersebut dibagi secar a
demokr atis untuk kesepuluh or ang
yang ada dengan bagian yang sama,

dan anda tidak dapat mak an
makanan satu porsi penuh.

Maka, anda tidak dapat mengatak an
bahwa hal ini sebagai bentuk

pembatasan kemerdek aan anda
atau bentuk penindasan.

Sepanjang anda menerima
pembagian itu secar a adil.

Oleh karenanya, penindasan
adalah ketidak adilan yang

membatasi kemerdek aan indiv idu
atau kelompok
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dengan bagian yang sama, dan anda tidak dapat
makan makanan satu porsi penuh. Maka, anda tidak
dapat mengatakan bahwa hal ini sebagai bentuk
pembatasan kemerdekaan anda atau bentuk
penindasan. Sepanjang anda menerima pembagian
itu secara adil. Oleh karenanya, penindasan adalah
ketidakadilan yang membatasi kemerdekaan individu
atau kelompok.

Pembebasan ada hubungannya dengan penindasan.
Pembebasan mewujudkan pembatasan atas
penindasan. Jelas dari rumusan itu bahwa ada
hubungan konseptual antara penindasan dan
pembebasan. Di atas satu telapak tangan dan
idealisme politik tradisional dari kemerdekaan dan
keadilan pada sisi lainnya. Berbicara tentang
penindasan dan pembebasan, tidaklah sederhana
untuk memperkenalkan istilah baru kepada gagasan
lama. Ketika konsep penindasan dan pembebasan
dihubungkan secara konseptual pada dataran filosofis
yang  umum seperti kemerdekaan, keadilan dan
kesetaraan yang tidak bisa direduksi tanpa
kehilangan konsepnya. Pembicaraan tentang
penindasan dan pembebasan tidak hanya
memperkenalkan terminologi politik baru, namun
sebuah perspektif baru dalam dunia politik. Sebuah
perspektif menyaratkan kedinamisan daripada statis
di masyarakat dan dipengaruhi oleh ide Marxis
tentang perlawanan kelas. Penindasan adalah beban
pembatasan; yang menganjurkan bahwa masalah itu
bukan hasil dari ketidakberuntungan, ketidaktahuan
atau prasangka tapi lebih karena sebuah kelompok
yang secara aktif mensubordinasi kelompok lain demi
kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, berbicara
masalah penindasan seperti komitmen para feminis
menyangkut pandangan dunia yang mencakup
sedikitnya dua kelompok dengan kepentingan yang
berlawanan, antara penindas dan yang ditindas. Ada
pandangan dunia yang menjelaskan bahwa perlahan-
lahan pandangan dominan terhadap pembebasan
bukan seperti yang dicapai oleh debat tradisional.
Bahkan, kelompok menjadi hasil dari perlawanan
politik.
Proses pelawanan lebih dari akhir penindasan yang
mengadvokasi kebebasan dan karakterisasi yang
lengkap dari tujuan akhir . Hal itu melemahkan usaha
untuk merencanakan utopia, dengan menyusun
konsep apa yang akan dibebaskan haruslah menjadi
revisi yang terus-menerus. Pengetahuan alami
manusia termasuk sifat manusia makin berkembang.
Kita memperoleh lebih banyak pengetahuan menuju
kemungkinan akan kebajikan manusia dan
mempelajari bagaimana manusia bisa meraih itu
melalui peningkatan kendali terhadap diri kita dan
dunia. Kekeringan bukanlah kutukan Tuhan,
melainkan hasil kegagalan untuk memperhitungkan
konservasi air secara tepat. Penyakit dan kekurangan
gizi tak lagi sesuatu yang tak bisa dihindari,

melainkan hasil dari kebijakan sosial. K onsekuensinya,
pembatasan yang dipandang sebagai kenyataan alami
ditransformasi kedalam praktik penindasan. Secara
bersamaan, wilayah kemungkinan kebebasan manusia
diperluas. Pada prinsipnya, kebebasan bukanlah
pencapaian akhir suatu keadaan melainkan proses
eliminasi bentuk-bentuk penindasan yang muncul
secara terus-menerus.

Kebebasan perempuan dan filosofi politik
Perspektif baru ini tidak berdiri sendiri, namun
kesinambungan antara proyek feminis tradisional dan
kontemporer. Dalam melihat kebebasan, kaum feminis
kontemporer mengambil alih kepentingan
pendahulunya dalam hal kebebasan, keadilan, dan
kesetaraan. Perhatian terhadap filsafat politik artinya
bahwa kalangan feminis tak dapat menghindari
kontroversi filosofis yang umumnya menyelimuti
penafsiran yang tepat atas konsep tersebut. R upanya,
ketidaksetujuan yang berkepanjangan terhadap apa
yang seharusnya dilihat sebagai kebebasan, keadilan,
dan kesetaraan telah mengarah pada karakter konsep
ini sebagai “permainan esensi”. Banyak filsafat politik
dipandang sebagai seri usaha yang berkelanjutan untuk
mempertahankan konsep alternatif tentang
kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Dalam
perkembangannya, penafsiran idealisme mendesak
perempuan menutut kebebasan dalam wilayah filsafat
politik.

Hal itu ada akibat pelatihan. Dan lainnya sebagai
sebuah usaha untuk me-”legitimasi” filsafat
feminisme. Kalangan akademisi filsafat mencoba
mendiskusikan isu feminis melalui istilah dan konsep
yang lama dan umum. Secara berlawanan, diskusi di
tingkat akar rumput kaum feminis non-akademisi
berputar di sekitar masalah penindasan. Istilah ini
telah melahirkan pertanyaan filosofis terkait dengan
konsep penindasan dan kebebasan. Pertanyaannya:
apakah sifat utama penindasan khusus terhadap
perempuan itu? Apakah sifat penindasan itu berbeda-
beda untuk masing-masing kelompok perempuan?
Dapatkah perempuan sebagai individu menghapuskan
penindasan itu? Jika perempuan yang ditindas, maka
siapa yang menindasnya? Dapatkah pihak yang
menindas tidak dikenal dan intensional? Dapatkah
penindas mengalami penindasan? Dapatkan individu
anggota kelompok penindas menahan diri untuk tidak
menindas perempuan selama dia masih berada dalam
kelompoknya? Untuk tiap pertanyaan tersebut kaum
feminis kontemporer telah menyediakan jawaban yang
meyakinkan.

Filsuf politik feminisme menggunakan kategori
tradisional dan non-tradisional dalam menggambarkan
dan mengevaluasi pengalaman perempuan. Dalam
kasus ini, mereka sering melahirkan isu yang mungkin
kelihatan asing bagi filsafat politik yang terbaru.
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Misalnya, mereka menanyakan tentang konsep cinta,
persahabatan, dan seksualitas. Mereka
membayangkan apa arti demokratisasi dalam
pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak.
Bahkan, mereka menentang pandangan yang telah
mengakar tentang
kealamian hubungan
seksual dan melahirkan
anak. Tuntutan  dan
slogan mereka tidak
akrab dan non-politis.
Tuntutan atas “kendali
terhadap “tubuhnya”,
 “ penolakan menjadi
obyek seks” dan
“hak reproduksi”.
Mereka menyatakan
bahwa “diri pribadi adalah politis”.

Dengan fokus ini, teori-teori feminis menggali
kemungkinan memasukkan kategori politik di wilayah
keberadaan manusia yang sampai kini
dipertimbangkan. Oleh karena itu, refleksi kaum
feminis terhadap kesetaraan perempuan tidak hanya
mempertimbangkan kesetaraan kesempatan dan
perlakuan istimewa untuk perempuan di berbagai
lapangan, namun ganjaran yang setara untuk
kehidupan keibuan atau bahkan yang disebut sebagai
ibu bayi tabung. Dalam pekembangan isu ini, kaum
feminis kontemporer memberi arah bagi filsafat
politik. Lebih sederhana, hal ini menyediakan
jawaban baru atas persoalan klasik. Mereka berusaha
menunjukkan bahwa masalahnya telah dipahami
sendiri secara sempit. Dalam proses itu, kembali pada
pemasalahan klasik atau masalah baru, feminisme
kontemporer menyediakan ujian untuk memenuhi
keberadaan teori-teori politik karena teori politik
tradisional terlihat tidak memadai. Maka dimulai
dengan cara alternatif mengonsep kembali realitas
masyarakat dan kemungkinan politik. Dengan
mencoba memperluas wilayah tradisional filsafat
politik, maka feminisme kontemporer menantang
keduanya baik keberadaan teori-teori politik maupun
konsep filsafat politik itu sendiri.

Kaum feminis kontemporer menaruh perhatian
 tertentu sehingga membedakannya dari kalangan
non-feminis dan feminis awal. P erhatian ini
mengandung makna bahwa terdapat “pembagian
kerja” sehingga segelintir feminis menjawabnya
dengan perlawanan politik dan yang lain dengan cara
lain pula. Sebagian feminis bekerja dalam wilayah
perhatian yang umum dan lainnya aktif di  kelompok
kiri atau pengorganisasian massa. Beberapa di
gerakan kulit hitam dan lesbian. Berbagai pekerjaaan
dan pengalaman hidup kaum feminis kontemporer
menghasilkan aneka persepsi tentang realitas sosial

dan penindasan perempuan. Keanekaragaman ini
merupakan sumber kekuatan
bagi gerakan pembebasan perempuan. Gelombang
awal feminisme kadang dilihat melalui refleksi atas
pengalaman perempuan kulit putih dari kalangan
menengah ke atas. Perempuan kulit putih kelas
menengah itu  ditonjolkan secara kuat dalam gerakan
perempuan kontemporer. Namun, perspektif ini
ditantang oleh pandangan yang mencerminkan
pengalaman yang sangat berbeda dari perempuan
kulit berwarna, perempuan kelas pekerja, dan
sebagainya. Pengalaman yang sangat kaya dan
beraneka ragam di kaum feminis kontemporer
memberikan pandangan segar atas masalah
penindasan terhadap perempuan dan menyajikan
perspektif dan pernilaian baru bagi gerakan
pembebasan perempuan.

Tidak selalu jelas, bagaimana pandangan dan
perspektif baru itu seharusnya diterjemahkan
kedalam teori femnis. Berpijak atas lokasi sosial yang
berbeda, beberapa feminis mengalami aspek tertentu
dari penindasan terhadap perempuan secara kritis,
sementara yang lain dipengaruhi lebih cepat oleh
aspek lainnya. Perbedaan persepsi atas penindasan itu
sering dikembangkan melalui analisa sistematis yang
dinilai berbeda satu sama lain. Misalnya, beberapa
feminis yakin mendeklarasikan bahwa secara nyata
perempuan ditindas oleh laki-laki. Yang lainnya,
sedikit posisinya yang jelas. Mereka ditindas oleh laki-
laki. Namun, penindasan khusus perempuan
merupakan hasil dari sistem kapitalis. Meskipun
mereka menggunakan istilah penindasan secara
popular dan berusaha memutus hubungan munculnya
pemikiran radikal, namun mereka berpendapat bahwa
perempuan dan laki-laki ditindas oleh “sistem peran
seks”. Jelas bahwa feminisme kontemporer mencakup
berbagai teori yang berkaitan dengan penindasan dan
pembebaan perempuan.

Keyakinan kita tentang sifat manusia mempengaruhi
cara kita mengonsep realitas masyarakat. Sehingga,
cara kita memahami dan mempelajari realitas
tersebut memperngaruhi pandangan kita tentang sifat
manusia. Konsekuensinya, teori feminisme dipandang
lebih baik sebagai jaringan tuntutan yang normatif,
konseptual, empirik dan metodologis daripada sebagai
sistem yang deduktif. Sebagai jaringan, terkadang
disebut sebagai paradigma atau cara menyeluruh
memahami realita dikaitkan oleh kondisi sejarah
tertentu dan mencerminkan kebutuhan material
kelompok masyarakat tertentu. (HG)
Sumber :
Alison M. Jaggar, Feminist Politics and Human Nature ,
Rowman & Allanheld, USA, 1983.
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Hanya Satu Macam,
Nggak Neko-neko: Keadilan!

Nyanyian Akar Rumput

jalan raya dilebarkan
kami terusir

mendirikan kampun
digusur

kami pindah-pindah
menempel di tembok-tembok

dicabut
 terbuang

kami rumput
butuh tanah

dengar!
Ayo gabung ke kami

Biar jadi mimpi buruk presiden!
(Wiji Thukul, Juli 1988)

Bu Yati, begitu biasanya kita memanggil sosok
perempuan beranak tiga kelahiran Ponorogo 36 tahun
yang lalu itu. Bu Yati merupakan salah seorang dari
650 kepala keluarga yang tempat tinggalnya tergusur
di Kampung Baru, Cengkareng Timur. Dia tinggal di
kampung itu sejak 1983. Ibu ini datang ke Jakarta
berniat mencari kerja untuk memperbaiki hidup. Ia
memilih tinggal di Kampung Baru atas informasi dari
saudaranya.

Anak Bu Yati yang  pertama, perempuan, sudah
menikah. Anaknya yang kedua, laki-laki, sudah kelas
empat SD. Anaknya yang bungsu, juga laki-laki,
berusia satu tahun. Penggusuran 17 September 2003
terjadi ketika anak ketiganya ini berumur tiga bulan.
Sekarang, kedua anak laki-lakinya itu diasuh oleh
neneknya. Bu Yati baru bertemu dengan anaknya
seminggu sekali bahkan dua minggu, saat harus
mengantarkan susu si bayi dan beaya kebutuhan
kedua anaknya itu.

Setelah penggusuran terjadi, ibu tiga anak ini hanya
mengandalkan penghasilan suaminya. Suaminya
bekerja di sebuah bengkel di kawasan jalan Gajah
Mada. Ketika berada di Kampung Baru, Bu Yati
bekerja mengolah gelas minuman  yang terbuat  dari
plastik dengan penghasilan Rp 1 sampai Rp 1,5 juta
per bulan.

Sejak 23 September 2003, seminggu lamanya tinggal
di tenda-tenda di lapangan di dekat rumahnya yang
tergusur itu, ia bersama korban penggusuran lainnya
melakukan aksi protes dengan cara tinggal di
halaman gedung Komnas HAM.

Penggusuran tersebut terjadi Rabu 17 September
2003, mulai jam 10.00-14.00 wib. Mulai jam 6 pagi,

Kampung Baru telah dijaga ketat oleh sekitar 7000
aparat yang terdiri atas aparat P emda, Brimob, dan
preman. Dan malam sebelum penggusuran, ibu tiga
anak ini beserta warga Kampung baru lainnya
mendatangi Megawati di kediamannya di Kebagusan
memohon agar penggusuran dibatalkan. Setidaknya
ditunda sampai ada tawaran solusi yang tidak
merugikan semua pihak. Waktu itu warga Kampung
Baru diterima oleh  Supangat dan Maringan
(menyatakan dirinya sebagai  anggota DPRD DKI
Jakarta, Komisi A, Fraksi PDI-P) dengan memberikan
jaminan bahwa sebelum kantor Pemda buka besok
pagi, beliau akan memberikan masukan agar
penggusuran di Kampung Baru, Cengkareng Timur
dibatalkan.

Apa yang terjadi ketika para warga kembali ke
rumahnya? Ketika mereka masih tertidur lelap, ribuan
aparat telah mengepung mereka dengan perlengkapan
senjata dan buldoser, bahkan gas air mata. Ketika para
warga berusaha mempertahankan diri, maka pukulan
dan tendangan keras yang mereka terima. Rakyat
miskin yang tertindas ini tiada daya melihat rumah
dan harta benda mereka dimusnahkan. Penggusuran,
atas nama penertiban ini, tidak hanya diwarnai dengan
aksi pemukulan terhadap warga kampung, namun juga
tindak penjarahan oleh aparat penggusur . Dengan
seenaknya mereka makan dan minum di warung warga
kampung tanpa membayar. Para aparat kelaparan dan
kehausan saat merobohkan rumah warga kampung.

Saat hidup di tenda-tenda pun, barang-barang yang
masih disimpan dalam sisa-sisa bangunan rumah
mereka yang digusur ternyata hilang. P akaian, televisi,
radio dan lainnya lenyap tanpa tahu siapa yang
mengambilnya. Selain harta benda hilang, penggusuran
pun merenggut satu nyawa, akibat pemukulan.
Seorang remaja perempuan diperkosa oleh aparat
keamanan. Namun demikian, warga kampung Baru tak
bisa memenangkan tuntutannya karena Komnas HAM
menyatakan bahwa tindak kekerasan itu bukan tindak
pelanggaran HAM berat.

Soal tindak penggusuran tersebut, warga kampung
sebetulnya bisa menerima, asalkan dilakukan dengan
cara-cara yang manusiawi, demokratis, jelas, dan
terarah. Tidak seperti yang dilakukan sekarang ini. Bu
Yati dan teman-temannya tak pernah menerima
langsung surat peringatan penggusuran ini, kecuali
memfoto kopi sendiri surat peringatan yang
ditempelkan aparat di depan pintu rumah warga. Tak
diketahui kapan surat itu datang dan siapa yang
mengirimnya. Yang warga ketahui bahwa surat
peringatan itu ditandatangani oleh walikota Jakarta
Barat. Pemaksaan pindah ini tidak disertai dengan
solusi akan kemana mereka dialokasikan. Akibatnya,
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mereka tetap bersikeras untuk tidak mau pindah
karena mereka tidak tahu harus kemana lagi.

Pemaksaan pindah dilakukan dengan meminjam
tangan-tangan besi para preman yang didukung oleh
militer . Seharusnya militer menjamin keamanan
masyarakat, bukan justru terlibat dalam kegiatan
penggusuran. Penggusuran itu dilakukan oleh pihak
Pemda dengan alasan bahwa lahan tersebut adalah
milik Perumnas. Mengapa baru sekarang soal lahan itu
dipersoalkan? Padahal, Perumnas itu ada di dekat
lokasi gusuran. Warga Kampung Baru telah menempati
lahan itu lebih dari 20 tahun. Mengapa tidak dicegah
sejak dulu? Warga Kampung Baru merasa bahwa tanah
yang mereka diami adalah milik Lie Guan Tiam, yang
diwariskan kepada Bentong alias Syarifuddin dan
istrinya Hartinah, serta adiknya yang bernama Haryati
yang tinggal di Cipulir dengan bukti surat girik (foto
kopian dengan legalisasi dari BPN). Soal status tanah,
mereka memang tidak merasa memilikinya. Namun,
untuk rumah yang mereka bangun dengan hasil
keringatnya sendiri bagaimana? Yang memilukan hati
ialah bahwa di atas lahan gusuran tersebut akan
dibangun mal.

Mereka pernah ditawari oleh Pemda uang sebesar
Rp.250.000 per KK sebagai ganti rugi, yang disebut
sebagai uang kerohiman. Namun, mereka menolaknya
karena uang itu tak ada artinya apa-apa. Bulan Juni
2004 mereka menerima bantuan dana sebesar Rp 2,5
juta per KK, yang dikoordinir oleh K omnas HAM.
Sayangnya, tidak semua warga gusuran memperoleh
bantuan itu dengan dengan berbagai alasan. Ada yang
karena tidak tahu, ada yang memang tidak mau
menerimanya. Bukan uang yang mereka harapkan,
namun kejelasan arah ke mana mereka akan
dilokasikan.

Bu Yati dan para korban gusuran ini tidak menuntut
macem-macem dan tidak neko-neko, hanya satu
macem. Mereka hanya menginginkan arah yang jelas
ke mana mereka akan dipindahkan. Mereka tidak
menuntut gratis. Kalau pun mereka diwajibkan
mencicil, mereka akan bayar asal konsepnya jelas.
Mereka berharap dapat berkumpul kembali dengan
keluarganya dalam rumah yang sederhana namun
sehat, aman, tenang sehingga pendidikan anak tak
terhambat. P ara orangtua dapat tenang bekerja.
Mereka tak lagi bingung ke mana harus mandi,
mencuci. Bagaimana kalau hujan deras? Apakah
tenda-tenda darurat mampu menahan curahan hujan?

Bila diamati secara kritis, maka penggusuran telah
merubah hidup warga Kampung baru termasuk
kehidupan Bu Yati. Bu Yati mulai aktif berkegiatan
dalam Kelompok Perempuan Kampung Baru (KPKB)
Cengkareng yang difasilitasi para aktivis mahasiswa

dengan kegiatan berkebun. Namun kegiatan produktif
ini, sekarang sirna akibat arogansi Pemda yang
mencampakkan rakyat kecil melalui tangan-tangan
besi mereka. Penggusuran ini langsung dirasakan oleh
kalangan perempuan, karena tidak punya tempat
tinggal. Akibatnya, anak-anak mereka tidak
mendapatkan tempat berlindung yang aman. Sekolah
anak-anak terpaksa terbengkalai. Anak-anak
mengeluh atau menangis pada ibunya karena tidak
bisa jajan, bermain, nonton televisi. Suami mereka
terkadang emosional akibat tertekan oleh keadaan
ekonomi yang suram bahkan, seperti Bu Yati,
sekarang hidup terpisah dengan anak-anaknya yang
masih balita, yang harusnya masih menikmati ASI-nya.
Kerap perasaan berdosa menggumpal di hatinya
karena merenggut hak bayinya untuk tetap nenen.
Tak jarang, kondisi tempat tinggal di pelataran
gedung komnas HAM yang jauh dari standar
kesehatan, menimbulkan berbagai penyakit, seperti
pusing-pusing, reumatik, dan lainnya. Apalagi
ditambah dengan kondisi psikologis warga gusuran
yang tertekan, maka makin lengkaplah penderitaan
mereka.

Dalam tekanan-tekanan yang menghimpit itu Bu Yati
tergerak harus berjuang menuntut keadilan. Akhirnya,
ia berbagi tugas dengan suaminya. Suaminya bekerja
mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup
keluarganya. Sementara Bu Yati bersama-sama
dengan korban gusuran lainnya, difasilitasi oleh para
aktivis mahasiswa dan LSM terus mempertanyakan
dan menyampaikan tuntutan mereka kepada pihak-
pihak yang berkaitan. Padahal, sebelumnya tak
terbayang olehnya untuk  melakukan aksi demonstrasi
ke istana presiden, Komnas HAM, dan pihak lainnya.
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Cita-cita Bu Yati sebetulnya sederhana. Ia ingin
menjadi ibu dan istri yang dapat mengurus
keluarganya dengan baik, bisa makan hari ini, tidur di
rumah sederhana, dan dapat menyekolahkan anak-
anaknya. Tidak terpikir olehnya untuk menjadi aktivis
apalagi harus turun ke jalan menuntut hak-haknya.
Namun, keadaan memaksanya untuk melakukan
semua itu. Ia ditindas dan penindasan ini sudah tidak
dapat diterima hati nurani dan akal sehat. Karena itu,
ia harus melawannya, karena menyangkut masa depan
diri dan anak-anaknya. Saat ini, ibu Yati dan teman-
temannya tergabung dalam kelompok PAWANG
(Paguyuban Warga Korban Penggusuran). Hampir 9
bulan kini mereka melakukan aksi perlawanan dengan
demonstrasi, dialog, kampanye, diskusi, pertunjukan
kesenian, dan sebagainya. Namun, tak ada reaksi atau
respon apapun dari Pemda.

Sampai kapan Bu Yati dan teman-temannya haru
bertahan hidup di hamparan halaman gedung Komnas
HAM? Sebuah pertanyaan yang sulit dijawab!
Sepertinya, jauh dari kata “solusi”. Memaksa P emda
untuk mau berdialog saja belum ada titik terangnya.
Dalam keadaan yang tanpa kepastian itu, perpecahan
di antara warga gusuran sendiri mulai membenih. Hal
itu dibenarkan oleh Bu Manulang, salah satu korban
gusuran, dalam acara yang diadakan oleh FAKTA
(Forum Warga Kota Jakarta). Masih adakah hati nurani
berbicara dalam melihat penggsuran itu? Atau, Pemda
memang tak punya rasa kemanusiaan lagi? Ketika
hendak meminta dialog dengan Pemda, justru
premanisme yang harus warga Kampung Baru hadapi.
Apakah harus menunggu Indonesia damai? Apakah
rumput-rumput harus kering karena tak ada tanah
untuk akar-akarnya bersemi?  Inikah artinya kita
sebagai bangsa? Kurcaci ditindih, menangis  pedih!
Kurcaca menyanyi riang, tralala...! (SN)

Sosok

Ketik a merek a  masih
tertidur lelap, ribuan

aparat telah
mengepung merek a

dengan perlengk apan
senjata dan buldoser ,
bahkan gas airmata!

Kalyanamitra/Jeff

Kalyanamitra/Jeff

Kalyanamitra/Jeff
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Pentingnya Undang-undang
Anti KDRT:Wacana atau

Fakta?
Oleh: Diyah Wara Restiyati *)

Semakin maraknya kasus kekerasan terhadap
perempuan akhir-akhir ini  mendorong k alangan
aktiv is perempuan untuk mengadvok asinya. Bentuk
advokasi yang dilakuk an adalah pembuatan RUU
Anti KDRT. RUU ini telah digodok dan diusulk an
sejak tahun 2001, namun hingga kini belum
disahkan menjadi UU. Sungguhk ah pemerintah kita
berpihak kepada kepentingan  k aum  perempuan?

Di mana tempat keker asan terhadap perempuan
dalam HAM?
Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), kekerasan
terhadap perempuan merupakan pelanggaran yang
jarang mendapat tempat dalam pembicaraan-
pembicaraannya. Para aktivis perempuan yang konsen
dengan persoalan ini mencoba membuka wacana
melalui pendirian organisasi-organisasi perempuan,
penelitian mengenai kekerasan terhadap perempuan,
advokasi kasus, atau pun diskusi-diskusi. Namun,
upaya-upaya demikian tidak membuat isu kekerasan
terhadap perempuan menjadi isu yang menarik dalam
konteks HAM.

Saat kerusuhan Mei 1998 meletus, ketika banyak
perempuan etnis China mengalami tindak kekerasan
baik pelecehan seksual maupun perkosaan, maka
kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran
HAM mulai diekspos  sebagai wacana. Selama ini,
perempuan hanya dianggap warga kelas dua yang
tidak mempunyai hak apa pun dalam kehidupannya.
Dari lahir, remaja, dewasa, hingga mati sebagian
besar kehidupan perempuan dikontrol oleh laki-laki.

Dalam lingkungan budaya tertentu, perempuan
mengalami penyiksaan berupa penyunatan alat
kelamin atau penindikan telinga untuk
membedakannya dengan laki-laki. Ketika remaja, tak
sedikit perempuan harus bekerja membantu ibunya
menanggung beban ekonomi rumah tangga dan
dinomerduakan dalam hal pendidikan. Saat dewasa,
dia siap dijodohkan dengan laki-laki pilihan si ayah.
Semua itu bila dipahami sunguh-sungguh adalah
manifestasi kekerasan (fisikal, psikis, seksual) yang
dialami perempuan sepanjang hayatnya.

Dalam perjalanannya, isu-isu perempuan mulai
terbuka untuk dibicarakan. Begitu pun  kasus-kasus
kekerasan terhadap perempuan semakin dipersoalkan
meskipun sebagian besar penyelesaiannya tidak
pernah tuntas. Para perempuan, yang selama
bertahun-tahun takut untuk bersuara, satu persatu
memberanikan dirinya mengungkapkan kebenaran.
Membersit keyakinan, bahwa kekerasan terhadap
dirinya jelas suatu  pelanggaran terhadap hak
asasinya sebagai manusia.

Para penggiat masalah perempuan yang mengadvokasi
kasus kekerasan terhadap perempuan kerap
mengalami kendala ketika harus berhadapan dengan
aparat dan perangkat hukum. Pasal-pasal dalam KUHP
dan KUHAP yang tidak mengakomodir kepentingan
perempuan membuahkan berbagai keputusan
peradilan yang tidak adil bagi perempuan. P ara pelaku
kekerasan atau kejahatan terhadap perempuan sering
hanya menerima sanksi hukum yang ringan, bahkan
dalam banyak kasus selalu dibebaskan tanpa syarat.

Dari kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus
kekerasan dalam rumahtangga (KDRT) yang paling
sulit diselesaikan secara hukum. Oleh karena,
pelakunya adalah orang terdekat (suami, ayah, adik
atau kakak dsb.). Hukum yang ada masih berpedoman
pada adanya bukti-bukti atau saksi dalam
penyelidikannya. Sementara dalam kasus KDRT, pelaku
biasa melakukan kekerasan di dalam rumah atau
ruangan yang jarang terlihat oleh orang lain.
Ditemukannya memar-memar bekas pukulan sulit
dibuktikan sebagai adanya tindak kekerasan, bila
tidak disertai keterangan dari korban itu sendiri.

Padahal, sebagian besar korban cenderung takut dan
enggan untuk mengatakan yang sebenarnya, karena
berbagai alasan. Misalnya, takut pelaku akan kembali
memukulinya, membuka aib keluarga, takut
diceraikan dan menjadi janda, respon negatif pihak
aparat hukum atau ketergantungan ekonomi.
Berbagai masalah dalam KDRT itu telah  mencetuslah
ide perlunya pembuatan Rancangan Undang-undang
anti KDRT secara tersendiri. Hal ini dipilih didasarkan
pada kenyataan bahwa dalam  keluarga atau rumah
tangga adalah awal pembentukan karakter seorang
manusia. Seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan
keluarga atau rumah tangga yang sehat, artinya tidak
ada kekerasan fisikal, psikis maupun seksual, maka
besar kemungkinan hidupnya akan tumbuh sehat pula.

Pembuatan RUU anti KDRT mulai dikerjakan sejak
tahun 2001. Para aktivis perempuan yang konsen pada
persoalan kekerasan terhadap perempuan berkumpul
dan membahas strategi dasar pembuatan RUU.
Melalui berbagai pertemuan, lokakarya dan seminar
yang diadakan,  maka terbentuklah jaringan kerja
yang terdiri dari berbagai organisasi dan individu yang
konsen pada kekerasan terhadap perempuan. Jaringan
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kerja ini bertujuan untuk mengadvokasi dan
mensosialisasikan RUU anti KDRT. Jaringan kerja itu
bernama Jangka PKTP (Jaringan Kebijakan dan
Advokasi Penghapusan Kekerasan Terhadap
Perempuan).

Sejak 2001 hingga tahun 2003, banyak usaha yang
dilakukan jaringan kerja ini  untuk menggolkan RUU
anti KDRT di tingkat parlemen. P erjuangan tersebut
tidak sia-sia karena kini RUU itu telah berada di
tangan Badan Legislatif untuk dibahas bahkan tinggal
menunggu pengesahan menjadi UU oleh presiden.

RUU Anti KDRT sebagai Terobosan atas
ketidakpastian Hukum
Perlunya UU Anti KDRT secara tersendiri karena dalam
advokasi kasus KDRT selama ini, para pendamping
litigasi dan non-litigasi menggunakan pasal-pasal
dalam KUHP dan KUHAP, yang tak mengenal istilah
KDRT. Mereka menganggap KDRT atau masalah rumah
tangga sebagai hal privat dan tidak
mempertimbangkan konteks budaya patriarkhi
sebagai pemicu adanya kekerasan berbasis gender,
dalam relasi sosial antara jenis kelamin yang berbeda
yang timpang di dalam masyarakat. Akhirnya, aparat
dan perangkat hukum pun tidak berpihak pada
korban.

Pasal-pasal hukum yang biasa dipergunakan yakni
Pasal 356 dan 487 yang mengatur penganiayaan; Pasal
475 yang mengatur pembunuhan; Pasal 423-429
mengenai perkosaan dan perbuatan cabul dan belum
mengatur marital rape  dan bentuk-bentuk lain di luar
persetubuhan yang tidak harus dengan penetrasi.
Untuk pencabulan, belum diatur mengenai pelecehan
seksual; melainkan lebih sebagai pelanggaran
kesusilaan (bukan pelanggaran atas integritas tubuh
seseorang).

Semua pasal yang digunakan untuk menyelesaikan
persoalan tersebut hanya mengakomodir kekerasan
fisikal dan mengabaikan kekerasan psikis dan seksual
korban. Padahal, seseorang yang mengalami
kekerasan psikis atau seksual akan lebih lama sembuh
sakit dan traumanya daripada akibat kekerasan
fisikal. P elaku pun menjadikan korban tak mandiri dan
berdaya secara ekonomi untuk mempertahankan
kelangsungan hidupnya.

Dari beberapa kasus KDRT yang di dampingi lembga
penyedia layanan korban kekerasan, korban tak hanya
mengalami kekerasan fisik tapi juga kekerasan psikis,
seksual maupun ekonomi. Penanganan kasus KDRT
dengan menitikberatkan pada kekerasan fisiknya,
berarti tidak memberi keadilan pada korban dan
memulihkan trauma korban secara menyeluruh.

Meskipun dasar pembuatan RUU Anti KDRT berangkat
dari banyaknya kasus yang menimpa kaum
perempuan, namun RUU tidak semata ditujukan untuk

melindungi perempuan. RUU anti KDRT bertujuan
melindungi baik laki-laki maupun perempuan
khususnya mereka yang berada di posisi subordinatif
dan rentan terhadap KDRT. Posisi subordinatif dan
rentan terhadap KDRT bisa terjadi karena gender ,
usia, kasta, atau kelas sosialnya.

RUU ini tidak dimaksudkan untuk mendorong
terjadinya perceraian, tetapi lebih pada usaha
mewujudkan adanya kesetaraan gender antara laki-
laki dan perempuan dalam rumah tangga, sehingga
perempuan tidak tersubordinasi dan memiliki posisi
yang setara serta mengurangi terjadinya tindak
kekerasan.

Di dalam RUU Anti KDRT, pengertian rumah tangga
yakni:

a. Pasangan dalam perkawinan menurut negara,
agama dan adat

b. Orang-orang dalam hubungan interpersonal
dan sosial

c. Para pihak dalam keluarga (orang tua, anak,
mertua, menantu, kakek , nenek, paman,
bibi, keponakan, ayah tiri, ibu tiri, anak tiri,
anak angkat, orangtua angkat, wali)

d. Orang-orang yang bekerja dalam keluarga

Dalam RUU Anti KDRT, hak-hak perempuan baik yang
sudah bekeluarga maupun belum, dilindungi. K onsep
rumahtangga yang dimaksud bukan sekedar pasangan
laki-laki dan perempuan, melainkan mencakup orang-
orang yang tinggal di dalam sebuah rumah tangga,
orang-orang yang memiliki hubungan darah atau
keluarga dan pasangan sejenis.

Yang utama bagi kita buk anlah
memandang yang samar-samar

Tetapi berbuat  yang jelas
apa yang ada dihadapan kita

(Anonim)
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Untuk kategori pasangan sejenis, ini merupakan
terobosan untuk mengakomodir kepentingan sejenis,
yang selama ini haknya sangat terabaikan. Sehingga,
ketika mereka mengalami kekerasan, mereka semakin
tersubordinatif apalagi bila jenis kelamin mereka
perempuan. Kasarnya, “perempuan suka perempuan”.
Pandangan macam ini akan berakibat dalam
pengambilan keputusan karena hubungan sejenis
dianggap tidak normal.

Ketika kasus kekerasan dilaporkan kepada aparat
keamanan, maka mereka kerap melontarkan
pertanyaan atau pernyataan yang menyudutkan
perempuan, misalnya,”Ibu sih yang cerewet, makanya
suaminya mukul!” Ungkapan seperti ini adalah
pandangan masyarakat yang sering menuduh bahwa
korban sengaja berbuat macam-macam sehingga
terjadi kekerasan. Hal semacam itu diatur dalam RUU
Anti KDRT dengan harapan agar orang beperspektif
korban, terutama di kalangan aparat hukum saat
mereka hendak memahami RUU Anti KDRT ini.

*)Staf Publikasi Kalyanamitra

Perkembangan RUU
Anti Keker asan

Dalam Rumah Tangga

Ibu Presiden yang terhormat,
Kami menyerahkan surat ini dan bermaksud meminta
waktu untuk bertemu Ibu semata-mata digerakkan
oleh kepedihan akibat terlalu banyak penderitaan
sia-sia : pekerja rumahtangga dieksploitasi dan
disiksa, gadis kecil jadi pelampiasan seksual kakek
atau ayah sendiri, istri dianiaya hanya karena
bertanya bagaimana susu anak-anak dapat dibeli, dan
yang mengejutkan terakhir ini, perempuan muda
mati dicekik pacar sendiri…

Ada terlalu banyak cerita kekerasan dalam kehidupan
pribadi orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin
dalam kehidupan kita sendiri. Ada terlalu banyak
cerita kekejaman yang seharusnya dapat dicegah
kejadiannya, bila saja ada kepedulian dan hukum
yang mengatur pencegahan dan pemberian sanksi
secara adil bagi terjadinya kekerasan domestik…

Dengan kerendahan dan kepenuhan hati kami
meminta Ibu secepat mungkin memberikan Amanat
untuk pembahasan, demi pengesahan segera RUU Anti
KDRT. Kami menunggu bukti nyata dari kepedulian
Ibu, yang bukan kebetulan seorang perempuan,
seorang presiden serta seorang calon presiden…

Kalimat-kalimat di atas adalah penggalan surat
desakan kedua di tahun ini, yaitu 11 Juni 2004 yang
dilayangkan JANGKA PKTP (Jaringan kerja Advokasi
Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan) kepada
Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri.
Surat itu merupakan salah satu upaya advokasi yang
dilakukan Jangka PKTP dan memperlihatkan pada kita
bahwa demikian sulitnya  warga negara untuk
berkomunikasi dengan presidennya. Sehingga, perlu
dipergunakan bahasa yang demikian memohon untuk
menggugah hati sang presiden agar segera
memperhatikan persoalan perempuan yang satu ini.

Perjalanan advokasi RUU Anti KDRT yang dilakukan
JANGKA PKTP berlangsung 7 tahun.  Sejak 1997 hingga
masa jabatan para anggota DPR periode 1999-2004
akan berakhir. RUU Anti KDRT masih belum disahkan.
Ini makin menegaskan bahwa pemerintahan Megawati
tidak responsif terhadap persoalan yang dihadapi
kaum perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah
tangga. Padahal yang menjadi korban tidak hanya
para isteri, tetapi juga kelompok rentan lainnya yang
ada di dalam rumah tangga, yakni anak-anak dan
pekerja rumah tangga.
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Cinta Kasih adalah
satu-satunya kekuatan
yang mampu mengubah
musuh menjadi teman

(Martin Luther King J.R)
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A. Latar belak ang
disusunnya RUU Anti KDRT

Perangkat hukum yang menjadi pegangan aparat
hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim dan
pendamping hukum korban maupun pelaku dalam
penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT) selama ini ialah KUHP (Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana) sebagai peraturan
pelaksananya. Dalam praktiknya, KUHP memiliki
kelemahan mendasar dalam melindungi korban KDRT.
Kelemahan-kelemahan mendasar itu antara lain:

a. KUHP tidak mengenal istilah kekerasan dalam
rumah tangga
Istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat
ideologi harmonisasi keluarga yang selama ini
ditanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat
hukum ialah tidak menganggap serius adanya
kekerasan dalam rumah tangga atau masalah rumah
tangga hanya sebagai masalah privat.

b. KUHP hanya mengatur secara terbatas  ruang
lingkup kekerasan dalam rumah tangga
KUHP tidak mengenal lingkup rumah tangga,
perangkat ini mengatur secara sangat umum wilayah
kasus-kasus kekerasan. Pasal 351-356 yang mengatur
kasus penganiayaan hanya terbatas pada kekerasan
fisik. Bentuk kekerasan lainnya, seperti kekerasan
psikis, ekonomi dan sosial tidak diatur dalam KUHP.
Pasal 442 tentang penyanderaan  dan pasal 470
tentang perampasan kemerdekaan seseorang dianggap
sudah menampung kekerasan psikis, padahal kedua
pasal itu hanya mengatur dua bentuk perbuatan
(penyanderaan dan perampasan) saja. Pasal tentang
perkosaan (pasal 285) menerangkan bentuk perkosaan
terbatas pada persetubuhan atau penetrasi penis ke
dalam vagina perempuan secara paksa, belum
termasuk benda-benda lain selain penis yang
dimasukkan secara paksa ke dalam vagina atau bagian
tubuh perempuan lainnya serta perlakuan menggesek-
gesekkan penis ke bibir kelamin perempuan di luar
kehendak perempuan.

Pasal-pasal lain tidak mengenal istilah pelecehan
seksual. Yang ada hanya istilah perbuatan cabul,
tindakan kekerasan seksual berupa penyerangan
seksual seperti serangan yang ditujukan untuk
memperkosa, namun tidak sampai terjadi perkosaan.
Oleh KUHP, tindakan ini ditempatkan sebagai tindakan
percobaan perkosaan semata atau perbuatan cabul.

Istilah yang digunakan dalam KUHP adalah “kejahatan
terhadap kesusilaan”, tidak menggunakan istilah
kejahatan seksual (sexual violence)  yang diartikan
sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan
seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki
ataupun perempuan. Penggunaan istilah kesusilaan

menyebabkan masyarakat terutama aparat hukum
sering terjebak dalam menempatkan pasal-pasal
kesusilaan semata-mata sebagai persoalam
pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma
agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan
nafsu perkelaminan (birahi), bukan kejahatan
terhadap tubuh dan jiwa seseorang.

c. KUHP tidak tegas dalam menjerat pelaku
kekerasan dalam rumah tangga
Sanksi pidana penjara atau denda bagi pelaku
kekerasan dalam rumah tangga  lebih ditujukan untuk
penjeraan (punishment) . Padahal, bentuk kekerasan
dalam rumah tangga memiliki tingkat kekerasan yang
beragam terutama bila dilihat dari dampak kekerasan
yang dialami korban yang semestinya dikenakan
penerapan sanksi yang berbeda kepada pelaku. Selain
itu, penghukuman penjara sering membuat dilemma
tersendiri bagi korban karena kondisi ketergantungan
korban pada pelaku secara ekonomi dan sosial,
sehingga korban cenderung untuk tidak melaporkan
tindak kekerasan yang dialaminya.

Kelemahan-kelemahan itu mendorong para aktivis
perempuan untuk membuat dan mengusulkan
rancangan undang-undang (RUU) tersendiri yang
mengatur kasus-kasus spesifik kekerasan dalam rumah
tangga sekaligus yang melindungi korban, pendamping
dan saksinya yaitu Rancangan Undang-Undang Anti
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (RUU Anti KDRT).
KUHP dan KUHAP dianggap tidak mampu memberi
perlindungan bagi korban KDRT karena kedua
perangkat itu masih sangat umum serta tidak
mempertimbangkan kesulitan-kesulitan korban untuk
mengakses perlindungan hukum, terutama
dikarenakan jenis kelaminnya. KUHP dan KUHAP tidak
mempertimbangkan konteks budaya patriarki dan
feodal serta adanya perbedaan kelas/status sosial
yang membuat adanya ketimpangan dalam hubungan
sosial, terutama relasi-relasi domestik.

B. Proses Advokasi RUU Anti KDRT
sepanjang tahun 1997-2004

Proses perjalanan advokasi RUU Anti KDRT yang
dilakukan oleh aktivis-aktivis perempuan terbagi
dalam 3 tahapan perkembangan sebagai berikut:

Tahap I (Tahun 1997-1999)
Draft RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
disusun oleh para aktivis perempuan dari organisasi-
organisasi perempuan yang tergabung dalam JANGKAR
(Jaringan Kerja Advokasi RUU Anti KDRT) yang terdiri
dari LBH APIK, Kalyanamitra, Savy Amira Surabaya,
Rifka Annisa Yogya, SPEAK, Gembala Baik, Fatayat NU,
Muslimat NU, LBH Jakarta, SIKAP, Rumah Ibu, dan
lainnya dalam sebuah lokakarya penyusunan draft
RUU Anti  KDRT. JANGKAR sendiri terbentuk dari
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kesepakatan di dalam lokakarya tersebut dan dibagi
dalam dua tim kerja, yaitu tim perumusan dan tim
sosialisasi. Penyusunan ini dilakukan setelah melalui
serangkaian proses  pengkajian komprehensif dan
lokakarya pada tahun 1997 yang melibatkan pula
pemerintah, akademisi, aparat hukum, NGO, tokoh
agama dan lainnya.

Kemudian menghasilkan kesepakatan untuk
melakukan reinterpretasi ajaran agama yang bias
jender dan menjadi legitimasi untuk melakukan
kekerasan dalam rumah tangga. Kampanye Bulan
Pengaduan ditujukan untuk memecah kebisuan korban
KDRT juga dilakukan pada bulan November 1998 di 17
wilayah di Indonesia dan melibatkan 17 NGO.
Kampanye ini merupakan langkah  awal dari upaya
mensosialisasikan isu KDRT kepada masyarakat luas.
Di tahun yang sama juga dilakukan kajian
perbandingan Domestic Violence Act dari berbagai
negara seperti Minessota, Turki, New Zealand,
Philipina dan Malaysia.

Tahap II (Tahun 1999-2000)
Selanjutnya, sepanjang tahun 1999-2000 upaya-upaya
sosialisasi isu KDRT di lakukan oleh JANGKAR melalui
kegiatan-kegiatan seperti talk-show  di beberapa
media radio dan TVRI, semiloka di 10 wilayah, dan
dialog antar pemuka agama tentang kekerasan
terhadap perempuan. Kemudian disusun pula booklet
panduan sosialisasi dan advokasi RUU Anti KDRT serta
naskah akademis. Penyusunan naskah akademis
dilakukan oleh LBH APIK dan Pusat Pengembangan
Hukum dan Gender FH Univeristas Brawijaya. Tahun
2000 dilakukan semiloka naskah akademis di Malang
dan Jakarta yang melibatkan pemerintah, NGO, buruh
perempuan, penegak hukum, tokoh agama,
akademisi, DPR, konstituen, dan lain-lain.

Tahap III (Tahun 2001- 2003)
Tahun 2001 JANGKAR melebur ke dalam JANGKA PKTP
(Jaringan Kerja Advokasi Kebijakan Penghapusan
Kekerasan Terhadap Perempuan) yang anggotanya
sama dengan keanggotaan jaringan sebelumnya. Hal
ini dikarenakan banyaknya kebijakan yang harus
diadvokasi berkaitan dengan kekerasan terhadap
perempuan. Pada 21-23 Juni 2001 JANGKA PKTP
mengadakan workshop draft RUU KDRT, dan hasilnya
dipaparkan dalam seminar nasional tanggal 4 Juli
2001 di DPR RI dengan melibatkan jaringan NGO di
daerah. Kemudian usulan RUU KDRT per 3 Juli 2001
tersebut diserahkan ke BALEG dan Komisi VII, yang
berjanji untuk menjadikan usulan RUU Anti KDRT dari
JANGKA PKTP sebagai Hak Inisiatif DPR.

Sepanjang tahun 2001-2002 dilakukan sosialisasi isu
dalam bentuk kegiatan semiloka di 7 wilayah di
Indonesia yang melibatkan anggota komisi VII DPR RI

serta mengadakan forum konsultasi khusus dengan
para korban KDRT di Jakarta. Sepanjang tahun 2002,
draft RUU Anti KDRT mengalami perbaikan-perbaikan
oleh Tim Perumus JANGKA PKTP, yang selanjutnya
draft hasil perbaikan itu dibawa ke Rapat Dengar
Pendapat Umum (RDPU) dengan BALEG DPR RI
mengundang juga akademisi dari Universitas
Parahyangan (UNPAR) dan Universitas Padjadjaran
(UNPAD) untuk menanggapi RUU Anti KDRT. Tanggal 6
Juli 2002, draft RUU Anti KDRT mengalami perbaikan
yang kedua kali.  Bulan berikutnya, JANGKA PKTP
mengadakan pertemuan dengan Kementerian Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Departemen
Kehakiman dan HAM untuk mendesakkan agar RUU
usulan JANGKA PKTP dijadikan sebagai RUU Sandingan
dari Pemerintah. Bulan September 2002 bekerja sama
dengan  Komisi VII DPR, JANGKA PKTP mengadakan
seminar nasional di DPR RI dengan melibatkan
jaringan NGO daerah dan aktifis perempuan dari
beberapa negara Amerika Latin. Tanggal 30 Oktober-1
November 2002 dilakukan Round Table Disscussion
yang melibatkan penegak hukum dan akademisi.

Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan Sedunia  25
November 2002 mengambil tema internasional “Anti
Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Pada bulan ini
diadakan serangkaian kegiatan kampanye 16 Hari Anti
Kekerasan Terhadap Perempuan yang diakhiri tepat
pada Hari HAM Internasional 10 Desember  2002
dengan tujuan mensosialisasikan isu kekerasan
terhadap perempuan yang merupakan bentuk
pelanggaran hak asasi manusia.

Bulan Maret 2003, dilakukan perbaikan lagi atas draft
RUU Anti KDRT berdasarkan hasil lobby dengan DPR
dan Pemerintah ada beberapa pasal yang dianggap
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kontroversial. Sidang Paripurna DPR RI pada Mei 2003
menjadi momen penting bagi JANGKA PKTP karena
semua fraksi di DPR menyetujui RUU Anti KDRT
menjadi inisiatif DPR meskipun dengan beberapa
catatan khusus pada pasal-pasal krusial. Dan di bulan
yang sama, Ketua DPR RI segera menulis surat kepada
Presiden Megawati untuk menunjuk salah satu
menteri sebagai leading sector  pembahasan RUU Anti
KDRT. Pembahasan RUU Anti KDRT dilakukan oleh
Forum Parlemen, Komnas Perempuan dan JANGKA
PKTP untuk memperkuat argumentasi dari pasal-pasal
dalam RUU Anti KDRT. Paralel dengan itu, JANGKA
juga mengajukan surat desakan kepada presiden agar
segera ditunjuk lead sector  pembahasannya dan
mengusulkan Kementerian Negara Pemberdayaan
Perempuan (Kemenneg PP) yang menjadi lead sector
nya. JANGKA PKTP juga mengadakan Roundtable
Discussion Perumusan RUU Anti KDRT dengan
mengundang Depkeham, Depsos,, Dirjen
Pemasyarakatan, Kemenneg PP, NGO, akademisi,
Komnas Perempuan, Forum Parlemen, Hakim, dll.
Banyak masukan dari peserta terutama tentang
prosedur hukum, sanksi dan penggolongan KDRT
ringan dan berat. Dari sini kemudian dihasilkan RUU
Anti KDRT versi Ambhara.

September 2003 JANGKA PKTP diundang  Kemenneg
PP  sebagai koordinator pembahasan RUU Anti KDRT
dari pemerintah ntuk mensosialisaikan pentingnya
RUU Anti KDRT dan mensosialisasiknya hasil
perumusan RUU Anti KDRT versi Ambhara. Dalam
forum yang dihadiri oleh hampir semua departemen,
masukan positif dan dukungan agar segera disahkan
RUU Anti KDRT datang dari mereka. Desember 2003,
Komisi VII, Forum Parlemen dan The Asia Foundation
mengadakan seminar nasional tentang KDRT dengan
dihadiri oleh banyak elemen masyarakat, pemerintah,
organisasi masyarakat, organisasi agama, komunitas,
dan lainnya.

Proses Advokasi 2004
Sejak Maret 2004, JANGKA PKTP mulai kembali
intensif mendorong  pemerintah untuk segera
membahas draft RUU Anti KDRT yang sudah menjadi
hak inisiatif DPR. Dari diskusi terbatas yang
mengundang biro-biro hukum departemen agama,
sosial, kehakiman dan ham, pemberdayaan
perempuan, kejaksaan, kepolisian, dan mahkamah
agung pada bulan April 2004, hingga beberapa kali
melakukan konsolidasi dengan semua elemen
masyarakat termasuk dengan Komisi Nasional
Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.
Konferensi pers dilakukan Jangka PKTP didukung oleh
Komnas Perempuan pada bulan Mei 2004. Pada akhir
Mei 2004 digelar aksi damai seribu payung di
bundaran HI menuju istana presiden untuk bertemu
dengan presiden Megawati dan mendesak agar segera
diturunkan Ampres (Amanat Presiden) sebagai
persetujuan presiden agar pemerintah membahas RUU
Anti KDRT dengan DPR. Lobbying juga dilakukan di

gedung parlemen, yaitu melakukan audiensi dengan
anggota legislatif yang memegang peran kunci dalam
pembahasan RUU KDRT nanti. Lobby dilakukan dengan
maksud agar substansi yang telah termaktub dalam
draft RUU AKDRT tidak terkikis atau bahkan hilang.

Ampres Turun
Menjelang Pemilihan Presiden Tahap I, tepatnya
tanggal 30 Juni 2004, presiden Megawati
mengeluarkan amanatnya. Surat dengan nomor R.14/
PU/VI/2004 ditujukan kepada ketua DPR RI agar
segera melakukan pembahasan RUU Anti KDRT.
Selanjutnya Presiden menunjuk Kementerian Negara
Pemberdayaan Perempuan sebagai Leading Sector
untuk mewakili pemerintah dalam melakukan
pembahasan dengan legislatif.

Turunnya Amanat Presiden (Ampres) ini oleh banyak
pihak dinilai sebagai sarat dengan kepentingan politis
Presiden Megawati. Megawati mengeluarkan Ampres
tepat beberapa hari menjelang pemilu presiden
dimana ia menjadi salah satu kandidatnya. Megawati
dinilai telah mengambil kesempatan sebagai calon
presiden dan bukan sebagai presiden dengan
mengedepankan isu perempuan untuk menarik hati
pemilih perempuan. Namun, di sisi lain ini menjadi
kesempatan bagi Jangka PKTP dan kelompok
perempuan lainnya untuk terus memperjuangkan
hak-hak perempuan melalui RUU ini.  Sisi lainnya lagi,
dalam proses pelaksanaan pembahasannya nanti akan
tampak jauh lebih kompleks karena kemungkinan
akan dibahas bukan oleh anggota legislatif saat ini.
RUU ini kemungkinan besarnya akan dibahas oleh
anggota legislatif yang baru dan itu berarti butuh
pemahaman baru yang tidak mudah
mensosialisasikannya. Artinya, kita harus kerja berat!
(LL)

Lingkaran Kekerasan
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TIPS :
Mengatasi Suami

Yang Ringan Tangan

Dalam menggerakkan mahligai rumah tangga, tentu
banyak persoalan yang akan dihadapi. Sebagian orang
mengatakan, bahwa pernikahan bagaikan permainan
judi. Apakah kita akan bahagia atau tidak? Seharmonis
apapun suatu keluarga, pasti ada masalah yang
dihadapinya. Terkadang muncul ketakutan bagi
pasangan-pasangan muda yang hendak memasuki
gerbang pernikahan. Apakah dia pasangan yang tepat
bagiku? Apakah aku akan bahagia bersamanya? Apakah
dia akan menyayangiku? Segudang pertanyaan
nantinya akan terjawab apabila janji nikah sudah
terucap dan diikat diikat secara sakral.

Sebagian perempuan yang tidak beruntung akhirnya
mendapati suaminya suka memukul atau ringan
tangan. Semua terjadi begitu saja. Tanpa ada dugaan
sebelumnya bahwa pasangan kita akan menyakiti kita.
Tidak ada tanda-tanda pasangan kita akan berani
melakukan perbuatan yang sangat menyakitkan itu.
Emmy Alamria Abas, seorang psikolog, mengatakan
bahwa banyak faktor penyebab suami marah-marah
dan mulai ringan tangan. Secara garis besar ada 3
pemicu, yaitu: pertama, karakter dari suami; kedua,
akibat tekanan ekonomi; ketiga, hubungan yang
kurang harmonis dalam rumah tangga bersangkutan.
Emmy menambahkan bahwa ketiga faktor itu
menyebabkan suami sering emosi, hingga bagi para
istri dapat mengambil keputusan, apakah akan
meneruskan perkawinannya atau berpisah. Oleh
karena, tujuan orang menikah adalah membangun
satu kehidupan yang baik (mawaddah warrahmah).

· Karakter suami
Sejak proses perkenalan dengan calon pasangan,
biasanya karakter masing-masing pasangan akan
muncul disini, namun ada beberapa orang yang
pandai menutupi sifat aslinya, hal ini baru
diketahui setelah menikah atau setelah sekian
lama menjalani pernikahan. Seandainya tahun-
tahun pertama suami sudah mulai menunjukkan
karakter suka memukul,menendang, memaki-
maki, maka para istri harus mengambil sikap
tegas.
Cara mengatasi: Pertama, berbicara terus terang
pada suami bahwa kita tidak menyukai
perilakunya tersebut. Jika tidak dibicarakan,
maka suami menganggap bahwa kita rela
diperlakukan seperti itu. Bila lebih parah, maka
isteri harus berani melaporkan suaminya kepada
pihak yang berwajib atau mencari LSM yang bisa
memberikan pertolongan. Ini merupakan bagian

yang terberat. K etika harus melaporkan
kekejaman sumi, maka banyak pertimbangan yang
harus dilakukan. Apakah akibat kita bergantung
secara ekonomi? Takut anak kita tidak memiliki
ayah? Masyarakat mencap kita sebagai istri yang
tidak becus. Bila perasaan ini muncul, maka
resiko kita menerima pukulan demi pukulan tak
akan terelakkan. Suami demikian harus kita
sadarkan, karena perkawinan demikian sudah
tidak sehat.

· Tekanan ekonomi
Perasaan serba salah, keterpurukan karena tak
mampu memenuhi kebutuhan keluarga, kerap
membuat suami bertindak kasar. Apalagi bila karir
si isteri menanjak. K ondisi ini membuat si suami
menjadi egois, sensitive, dan mudah
melampiaskan marah pada istrinya.
Cara mengatasi: Bicarakan hal itu secara terbuka
dan apa yang harus dilakukan. Apakah sang istri
harus bekerja atau membuka usaha sendir? Bila si
isteri bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri,
maka sebaiknya tetaplah bertindak bijaksana.

· Hubungan yang kurang harmonis
Hubungan yang kurang harmonis banyak
penyebabnya. Apa karena soal hubungan intim,
masalah anak-anak, atau hubungan kekerabatan
yang renggang, dan sebagainya.
Cara mengatasi : Bila akar persoalannya adalah
hubungan intim, maka bicarakan hal itu terus
terang. Apakah harus berobat Bila soal hubungan
kekerabatan, maka  harus dicari akar persoalan
ketidakharmonisan itu di mana? Dengan mencari
akar masalahnya, membicarakan hal itu secara
terbuka, akan bisa meredam emosi yang meledak-
ledak, terutama kebiasaan ringan tangan.

Komentar
Tiap keluarga memiliki cara sendiri dalam
memecahkan persoalan yang dihadapinya. Dari
pernyataan Emmy tersebut tampak bahwa komunikasi
adalah kunci utama dalam berumah tangga. Semua
hal harus dibicarakan secara terbuka dan terus
terang. Tiap pasangan mesti saling mengingatkan,
karena tujuan pernikahan intinya ialah membina
hubungan yang harmonis, bukan untuk mendapat
perlakuan yang buruk atau menjadi berperilaku buruk.
Kita harus berani memulainya, sebelum semuanya
terlambat. Namun, Emmy hanya menekankan pihak
perempuanlah yang harus mengalah dan memulainya.
Perempuan yang menentukan bahagia tidaknya suatu
rumah tangga. Jika perempuan tidak memulainya,
maka dapat dibayangkan bahwa hal-hal buruk akan
menimpa rumah tangga kita. Apakah seperti itu?
Bukankah berumah tangga adalah penyatuan dua
insan yang bertanggung jawab penuh atas
keberlangsungan perkawinan itu sendiri? (DN)

Sumber: Waspada, 10 Agustus 2003
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Rasa sakit sewaktu haid
Pada saat mendapat haid, rahim kita “meremas-
remas” dindingnya sendiri agar lapisannya rontok dan
bisa bersih kembali. Inilah penyebab rasa sakit di
bagian bawah perut atau di bagian belakang
pinggang, yang kadang disebut kram haid. Rasa sakit
ini bisa muncul sebelum datangnya haid, bisa juga
sesudah darah mulai keluar.

Yang perlu diperhatik an saat haid
· Darah haid umumnya berbau amis, maka

mandilah setidaknya dua kali sehari
· Pilih pembalut yang cocok, yang mampu

menyerap banyak darah yang keluar
· Jagalah kebersihan. Ganti pembalut 2 atau 3

kali sehari atau setelah mandi dan buang air
kecil

· Bila sakit, perih atau kram, sebaiknya mandi
dengan air hangat. Bisa juga dengan
membungkuk dengan lutut dan telapak tangan
dilantai

· Bersihkan kemaluan dari depan ke belakang
tidak perlu memakai anti septic karena bisa
beresiko rusaknya selaput lendir di dalam
vagina

· Kalau kulit kelamin lecet/merih, mungkin kita
tidak cocok dengan pembalut yang dipakai,
maka ganti dengan yang lebih lembut

· Teratur berolah raga dan makan makanan
bergizi

· Banyak beristirahat
· Banyak minum air putih atau teh hangat
· Karena pembuluh darah saat haid sangat

mudah terinfeksi, maka kebersihan vagina
harus dijaga

Kiat menghalau r asa sakit saat haid
· Gosok-gosoklah bagian bawah perut, dengan

begitu otot-otot yang tegang bisa melemas
· Isilah sebuah botol plastik bekas minuman

atau alat kompres yang bisa dibeli di apotek,
dengan air panas. Letakkan alat tersebut di
bagian bawah perut atau pinggang belakang.
Bisa juga mengompres perut dengan handuk
atau kain yang sudah dicelup air panas

· Di beberapa bagian dunia, perempuan
meminum jamu pereda sakit semasa haid,
misalnya air jahe, yang bisa direbus sendiri di
rumah. Jika tidak suka minum jamu, bisa juga
meminum obat pereda rasa sakit yang r ingan
tetapi dianjurkan berkonsultasi dahulu dengan
dokter atau tenaga kesehatan terdekat
sebelum meminumnya.

· Cobalah berolah raga dan berjalan-jalan

Sindroma pr a-menstruasi
Gejala-gejalanya antara lain:

· Payudara terasa sakit
· Perut bagian bawah terasa sesak
· Sembelit (susah buang air besar)
· Merasa lelah sekali tanpa penyebab yang jelas
· Pegal linu, nyeri otot, khususnya di perut

bagian bawah atau pinggang belakang
· Kelembaban vagina berubah
· Wajah jadi berminyak atau berjerawat
· Muncul perasaan-perasaan tertentu yang

sangat kuat atau sulit dikendalikan (ingin
marah-marah terus, sedih berkepanjangan,
dan sebagainya)

Kiat mengatasi sindroma pr a-menstruasi:

· Kurangi makan garam.
Garam menyebabkan tubuh anda menyimpan
banyak air. Simpanan air inilah penyebab
makin parahnya rasa sesak di perut.

· Usahakan menghindari kafein . Kafein bukan
hanya terdapat dalam kopi, tapi juga teh dan
minuman ringan seperti coca-cola.

· Makanlah bahan-bahan yang mengandung
protein tinggi.
Makanan berprotein membantu menyingkirkan
simpanan air yang berlebihan dalam tubuh.
Dengan demikian, perut akan berkurang rasa
sesaknya.

· Cobalah jamu-jamuan alami yang bisa dibuat
sendiri. (SN)

Sumber:
1. Insist Pres, Bila Perempuan Tidak Ada Dokter,

Yogyakarta, 1999.
2. Yayasan Pelita Ilmu, Leaflet, Menstruasi, Jakarta,

2004.

Problema Haid
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Kesehatan Reproduksi

Ramuan Tradisional
Mengatasi Nyeri Haid

1. Bahan-bahan:
15 gram jahe, 15 gram rumput teki dan gula
merah secukupnya
Cara membuat:
Jahe dan rumput teki dicuci hingga bersih.
Semua bahan direbus dalam 400 ml air hingga
tersisa 200 ml lalu air rebusnya disaring
Cara memakai:
Airnya diminum selagi hangat sebanyak dua
kali setiap hari secara teratur

2. Bahan-bahan:
15 gram jahe, 25 gram bunga mawar segar
dan lima belas gram bunga jengger ayam
Cara membuat:
Semua bahan dicuci bersih, lalu direbus dalam
600 ml air hingga tersisa 300 ml air rebusan
nya disaring
Cara memakai:
Airnya diminum selagi hangat sebanyak dua
kali setiap hari

3. Bahan-bahan:
15 gram jahe, 15 gram kunyit, tiga puluh
gram daun lidah buaya yang telah dikupas
kulitnya dan tiga puluh gram daun srigading
Cara membuat:
Semua bahan dicuci hingga bersih, lalu
direbus dalam 600 ml air bersih hingga tersisa
300 ml, kemudian air rebusannya disaring
Cara memakai:
Airnya diminum selagi hangat sebanyak dua
kali sehari secara teratur

Atur an Pemakaian Ramuan Tradisional
Secara umum, cara pemakaian ramuan tradisional
sebagai berikut:

1. Satu dosis untuk 2-3 kali sehari
2. Ramuan yang mempunyai efek dingin harus

diminum ketika masih hangat
3. Ramuan yang mempunyai efek panas harus

diminum setelah dingin. Untuk mengetahui
efek ramuan tersebut, tanyakan saja kepada
dokter yang memberikan ramuan

4. Ramuan yang agak beracun harus diminum
sedikit, tetapi sering, seperti ramuan yang
menggunakan mamba sebagai salah satu
bahannya

Sumber:
Agromedia Pustaka, Ramuan Tradisional untuk Mengatasi

Aneka Penyakit, Jakarta, 2003.

Mitos yang berk aitan dengan
Hak Reproduksi

   Mitos                                  Alasan      Dampak
Perempuan hamil         Membuat vagina               P erempuan
dan menyusui tidak      becek, gatal dan air          kekurangan
boleh makan                 susu berbau anyir            vitamin,
beberapa sayuran                                               mineral,
(papaya, ketimun,                                               hewani dan

                serat.
                Menimbulkan
                 penyakit anemia,
                 kekurangan gizi
                 bagi ibu dan anak

Perempuan hamil          Agar anak dalam               Senjata tajam
harus membawa           kandungan                        membahayakan
benda tajam                terlindungi                        dapat melukai
kemanapun pergi                 si ibu
melukai si ibu

Perempuan hamil          Bisa melahirkan                P erempuan
tidak boleh                   kembar air                       dapat
mencuci di                                                            beristirahat
malam hari

Perempuan hamil           Anaknya                   Binatang
tidak tidak boleh          menyerupai                        tersebut
memelihara                  binatang                           membunuhnya
binatang dan                  dan belajar
membunuhnya                   menyayangi

                  binatang

Perempuan hamil           Anaknya belang               Perempuan hamil
tidak boleh keluar                  harus terus
ketika ada                 didalam rumah,
gerhana matahari                  tidak bisa

                 beraktivitas

Perempuan ketika          Supaya lahirnya                Menyusahkan
melahirkan                    lancar                             posisi ibu,
 sebaiknya                 selain itu
dilangkahi suami                  menunjukkan

                 bahwa suami
                  berkuasa dan
                 menentukan
                 kelahiran

Selaput dara                   Bila tidak utuh                Berakibat buruk
perempuan harus           selaput daranya,             pada
utuh sampai                   perempuan                 kehidupan
malam pertama              tidak                  perkawinannya
perkawinannya              bernilai lagi                  atau pada kondisi

                psikologinya

Perempuan                     K otor dan                  Menstruasi adalah
tidak boleh                     dianggap najis                darah perempuan
memasuki tempat                 yang ingin
-tempat suci bila                  beribadah
sedang menstruasi                 menjadi sulit dan

                 merasa tubuhnya
                menjijikkan
                 ketika sedang
               mengalami
                menstruasi

Perempuan tidak             Berinisiatif                 P erempuan
pantas berinisiatif          dalam seks                yang memiliki
dan mengambil               hanya dilakukan            libido
keputusan dalam           oleh                 sebagaimana
 hal seks                        “perempuan nakal”        laki-laki dibatasi

               hak-hak seksualnya

Sumber :
Amiruddin, Mariana. Kesehatan dan hak reproduksi perempuan:

panduan untuk jurnalis. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003
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Kesehatan Reproduksi

Ikan: Makanan Sehat dan
Kaya Gizi

Ikan ternyata tak hanya enak dimakan, tetapi
kandungan gizinya juga bisa mencegah penyakit
degeneratif, seperti jantung koroner , tekanan darah
tinggi, stroke, dan kanker . Mutu protein ikan
setingkat dengan mutu protein daging, sedikit di
bawah mutu protein telur , dan di atas protein serelia
dan kacang-kacangan. Ikan olahan yang sudah
dikeringkan umumnya mengandung protein lebih
tinggi daripada ikan segar. Hal ini karena proses
pengeringan telah mengurangi kadar air sedemikian
rupa hingga kandungan protein per 100 gram
bahannya menjadi lebih tinggi. Berikut adalah
kandungan gizi beberapa ikan:

Kandungan Protein Ikan per 100 gram
Jenis Ik an

Protein (gr am)
Bandeng 20.0
Ikan mas 16.0
Kembung 22.0
Sarden 21.1
Pindang 28.0
Gabus kering 58.0
Ikan asin 42.0
Teri kering 33.4

Kandungan Asam Lemak Omega-3  per 100 gram
Jenis Ik an                     Asam lemak omega-3 (gr am)
Tuna 2.1
Sarden 1.2
Salmon 1.6
Makerel 1.9
Hering 1.2
Teri 1.4
Tongkol 1.5
Tenggiri 2.6
Tawes 1.5

Kandungan Lemak Ikan per 100 gram
Jenis Ik an                                   Total lemak (gr am)
Bawal 9.5
Kembung 11.5
Tenggiri 13.9
Nilam 8.2
Teri 4.8
Tongkol 4.9
Emas 5.6
(SN)

Sumber: Khomsan, Ali., Peranan Pangan dan Gizi untuk

Kualitas Hidup , Jakarta, Grasindo, 2004.

Jaringan Kesehatan Reproduksi
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3. PKBI Yogyakarta
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Walikota Kupang NTT
Tel/Fax (0380) 839062
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Puisi kita

Pencerahan Yang Padam

Alangkah lucunya, jika kita kenang
ketika kita masih merasa takut pada pohon-pohon
besar
jangankan merusak daun-daunnya
jangankan merusak akar-akarnya
apalagi menebangnya
memperbincangkannya saja kita tak berani jua
betapa hormatnya kita pada pohon-pohon dewata

Alangkah bodohnya, kita merasa
ketika kita sangat takut pada semak belukar
jangankan merusaknya
jangankan mencabutnya
apalagi habis membabatnya
melewatinya saja, kita ijin padanya
betapa hormatnya kita pada alam raya

Ketika pencerahan tiba
kita menertawakan diri kita
pohon dan semak tuk berjiwa
membuat kita tak berdaya
tapi kini apa jadinya
kita merajalela

Kita merajalela,
karena merasa kuasa atas alam raya
padahal sesungguhnya
kita memang tak berdaya

(Embun Kenyowati Ekosiwi,

23 Agustus 1998)

Anak-anak Kartini

Nuraini, Rusminah dan Maisi
dari Aceh, Sumatera Utara sampai jurang terjal
Banyuwangi
dan guru si cantik jelita dari lautan P andan Wangi
atau yang dibuang di air terjun Tawangmangu
juga Supiyah dari pasir putih Temanggung
dan yang dihempas di belantara Randublatung
atau yang tumbang di kota minyak Cepu-Rembang
dan di pusar air Malang Selatan

Sejarah telah jadi saksi
selagi darahmu memerahi sungai-sungai
sungai Ular, Kulon Progo, Serayu dan Bengawan Solo
tak terkecuali kali Brantas dan sungai Musi
berwarna merah dan berbau anyir
dan para algojo rezim militer tak manusiawi

Oo…, para puspita kusuma bangsa
merentang hidup mereguk duka
tulang-tulangmu telah merabuki persada
yang terus berjuang berpantang bimbang
bersemayamlah kawan
bersemayamlah tenang

Wahai kaum perempuan,
kaumku yang berpantang bimbang
bukanlah sejarah sejak 1776 mengajarkan
dari Mercy Otiswaren dan Abigel Adam Smith,
De raigul de Merry court
bahkan bekas pelacur cantik yang
menuntut hak sejati kaum perempuan
tak peduli atas apa yang dihadapi
meski penggal kepala dalam hukuman mati
lihatlah Mercy Wall Stonecraft di 1792 bagi sejarah
perempuan
“Viendication of the eight of the women”

(Sulami, dalam Kebenaran tentang Gerwani : Aspek Gender
Rezim Soeharo & Pekik Merdeka di Gunung Tidar,  Jakarta,

Cipta Lestari, 2002)
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Puisi Kita

Wanita

Kami bukan lagi
Bunga pajangan
Yang layu dalam jambangan

Cantik dalam menurut
Indah dalam menyerah
Molek tidak menentang
Ke neraka mesti mengikut
Ke sorga hanya menumpang

Kami bukan juga
Bunga tercampak
Dalam hidup terinjak-injak

Penjual keringat murah
Buruh separuh harga
Tiada perlindungan
Tiada persamaan
Sarat dimuati beban

Kami telah berseru
Dari balik dinding pingitan
Dari dendam pemaduan
Dari perdagangan di lorong malam
Dari kesumat kawin paksaan :
“ Kami manusia”

(Damaira, Api Kartini, Maret 1959:2; dalam: Wieringa,
Saskia Eleonora. Penghancuran Gerakan Perempuan di

Indonesi, Jakarta, Garba Budaya, 1999)

Puisi Menolak Patuh

Walau penguasa menyatakan keadaan darurat
Dan memberlakukan jam malam
Kegembiraanku tak akan berubah
Seperti kupu-kupu
Sayapnya tetap akan indah
Meski air kali keruh

Pertarungan para jenderal
Tak ada sangkut pautnya
Dengan kebahagiaanku
Seperti cuaca yang kacau
Hujan angin kencang serta terik panas
Tidak akan mempersempit atau memperluas langit

Lapar tetap lapar
Tentara di jalan-jalan raya
Pidato kenegaraan atau siaran pemerintah
Tentang kenaikan pendapatan rakyat
Tidak akan mengubah lapar

Dan terbitnya kata-kata dalam diriku
Tak bisa dicegah
Bagaimana kau akan membungkamku?

Penjara sekalipun
Tak bakal mampu
Mendidikku jadi patuh

Wiji Thukul, 17 Januari 97
Dalam Aku ingin jadi peluru : sajak-sajak W iji Thukul.
Magelang : IndonesiaTera, 2000.
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Warta Perempuan

Poligami: Sebuah Tindak Keker asan!
29 April 2004, Kalyanamitra dan LBH Apik Jakarta
menyelenggarakan semiloka dengan topik Poligami
dalam Peradaban yang Berubah: Membaca Kartini
Kekinian. Seminarnya dipandu oleh Gadis Arivia dari
Yayasan Jurnal Perempuan, dengan nara sumber Budi
Radjab (Poligami dalam Perspektif Sosial
Antropologis), Muhammad Rezfah Omar (Fakta-fakta
Poligami dalam Konteks Perubahan Hukum), Hilaly
Basya (Menyoal Prinsip Keadilan dalam Poligami:
Perspektif Teologi), dan Ruth Indiah Rahayu (Kartini
dan Lintasan Gerakan Perempuan). Semiloka yang
dihadiri sekitar 25 peserta difasilitasi oleh R uth Indiah
Rahayu dari Kalyanamitra. Hasilnya ialah kesepakatan
tentang aksi yang akan dilakukan yaitu:

1. Bentuk institusi:
Aliansi Gerakan Anti Poligami

2. Subjek hukum:
Laki-laki dan perempuan

3. Sasaran aksi:
a. hukum
b. pemerintah; institusi maupun pejabat
c. masyarakat; tokoh agama, tokoh

masyarakat, kaum terpelajar
4. Metode:

a. informasi
b. penyuluhan dan diskusi
c. revisi amandemen UUP
d. penggalangan opini publik
e. aksi massa

5. Sentral Informasi dan Koordinasi: RAHIMA
(SN)

Militerisme Kembali ke Kancah P olitik
Diskusi lesehan tentang Fasisme Orde Baru dilakukan
oleh Kalyanamitra pada 6 Mei 2004, dengan
pembicara Otto S. Iskandar dan Ruth Indiah Rahayu;
dimoderatori Rena Herdiyani. Diskusi ini sebagai
respon terhadap situasi politik nasional yang semakin
memanas dengan menguatnya militerisme dalam
panggung politik. Kesimpulan dari diskusi ini adalah
bahwa kekuatan militer telah didekonstruksi menjadi
piramida kekuasaan. Saat ini, militer bukan lagi
institusi melainkan sebuah komunitas dengan
perilaku, sistem, dan karakter yang khusus dan
meluas di masyarakat, bahkan dalam masyarakat
sipil. Militer telah teristimewakan baik secara politik
maupun sosial; mereka mempunyai aturan sendiri
yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat sipil
termasuk dalam perlakuan hukum. Militer menjadi
promotor  masalah nasionalisme Indonesia. Militer
dianggap pihak yang paling loyal terhadap NKRI dan
hanya militer yang bisa atau lebih tepatnya berkuasa
mendefinisikan nilai nasionalisme. Berkaitan dengan
ajang pemilihan presiden kini, pertanyaan besar yang
ada dalam masyarakat adalah “siapakah di antara

keempat figure yang ada yang terbaik untuk
membawa perubahan ke arah yang lebih baik?” (SN)

Pendidik anpun Digusur!
Tarik ulur masalah ruilslag SMPN 56 Melawai, Jakarta
Selatan, telah memakan banyak korban. Murid-murid
terlantar bahkan para guru pun mengalami terror
yang berkepanjangan. Masalah ruilslag menjadi kasus
kriminal yang memperlihatkan arogansi kekuasaan
seorang gubernur. Tekanan yang dilakukan oleh
Sutiyoso berupa pemindahan kerja (mutasi),
penurunan pangkat, bahkan penghentian gaji bagi
yang tidak bersedia pindah kerja, tak membuat surut
perjuangan para guru untuk mempertahankan
keberadaan SMPN 56.  Ibu Nurlaila yang menjadi
target sasaran dan diadukan ke polisi karena dinilai
keras dan penuh semangat memperjuangkan sekolah
walaupun sudah dimutasi, diturunkan jabatan dan
dihentikan gajinya. Dengan tuduhan melakukan tindak
pidana  pendirian satuan pendidikan tanpa izin,
pemalsuan, memasuki pekarangan tanpa izin, dan
perusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Pasal 263 KUHP, Pasal 167 KUHP
dan Pasal 406 KUHP, Ibu Nurlaila diajukan sebagai
tersangka. (Artikel: Penggusuran Sekolah dan
Kriminalisasi Guru , Kompas 10 Mei 2004) (DN)

Mei yang Tak Terlupa
Peristiwa Mei 1998 merupakan tragedi nasional yang
hendaknya tidak akan terulang lagi. Dengan tekad
untuk mengingatkan arti tragedi tersebut sehingga
tidak ada keberulangan sejarah, keluarga korban Mei
serta pihak-pihak yang peduli dengan peristiwa itu
memperingati Mei lewat aneka acara yang menjadi
satu rangkaian. Ada pelayanan medis gratis, bazaar,
ziarah ke makam, pemutaran film, dan tabur bunga di
makam para korban dan tempat kejadian. (DY)

Kampanye lewat Film
14 Mei 2004 diskusi santai membahas film
Kalyanamitra bertema “K etika Mata jiwa Bicara”
dilakukan di Yayasan SET, Jakarta. Diskusi ini
merupakan pertemuan antara aktivis perempuan
dengan para pegiat film yang bernaung dalam yayasan
SET. Berbagi pengalaman dan pengetahuan persoalan
perempuan, seperti diskriminasi dan kekerasan
terhadap perempuan menjadi inti diskusi. Hal yang
menarik dalam diskusi itu, ketika para pegiat film
yang hadir lebih banyak dari laki-laki yang belum
memiliki perspektif perempuan atau perspektif
korban atau paham mengenai persoalan perempuan.
Hal itu mendorong Kalyanamitra untuk lebih berperan
aktif dalam kampanye masalah perempuan di
kalangan laki-laki. Oleh karena, untuk membangun
gerakan perempuan diperlukan kerjasama antara
perempuan dan laki-laki. (DY)
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Pedagang Kaki Lima bak Bunga Trotoar
Pedagang kaki lima adalah komunitas yang mudah kita
jumpai di kota-kota besar , khususnya di Jakarta.
Mereka selalu dianggap penyebab kemacetan,
pelanggar ketertiban, pembuat kekotoran, dan selalu
dikejar-kejar oleh preman dan petugas ketertiban.
Selasa, 25 Mei 2004,  Forum Warga Kota Jakarta
(FAKTA) bersama dengan Pastoral mahasiswa
Keuskupan Agung Jakarta, Unit Barat, menggelar
dialog publik dan peluncuran buku Bunga Trotoar yang
merupakan hasil penelitian FAKTA terhadap pedagang
kaki lima di wilayah DKI Jakarta. Dialog publik ini
menampilkan nara sumber dari kalangan sejarawan,
wartawan, akademisi, dan pemerintah daerah. Dalam
dialog publik ini juga dihadiri para pedagang kaki
lima, korban penggusuran dan kalangan LSM.
Kesimpulan dari dialog ini adalah bahwa penyelesaian
hukum bukan solusi terbaik tetapi duduk bersama
antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk
mencari solusi yang aman bagi semuanya adalah
langkah pertama yang harus dilaksanakan. (SN)

Kekerasan terhadap Perempuan makin
meningk at?
27 Mei 2004, diskusi mengenai analisa data kekerasan
terhadap perempuan tahun  2003 dibahas di
Kalyanamitra. Nara sumber berasal dari berbagai
perspektif, yaitu Thamrin Amal Tamagola (Sosiolog),
Ninuk Pambudy (Wartawan Kompas), Evi
Sukmaningrum (Psikolog), Ester (Praktisi Hukum), dan
Dian Permanasari (Kalyanamitra). Diskusi dengan
tema cukup serius ini dipandu oleh Titi Suntoro,
aktivis perempuan dari Solidaritas Perempuan.
Terdapat beberapa kritikan atas hasil analisa
tersebut, namun akan makin menajamkan analisa
data kekerasan untuk tahun berikutnya. (DY)

Di bawah Payung bukan ber arti Takut Panas!
Senin, 31 Mei 2004, para aktivis perempuan,
masyarakat, mahasiswa dan berbagai elemen lainnya
melakukan aksi seribu payung (tiap orang memakai
payung) untuk menekan presiden agar segera
menetapkan Rancangan Undang-Undang anti
Kekerasan dalam Rumah Tangga. Rancangan ini sudah
lebih dari 2 tahun diperjuangkan perempuan agar
disahkan. Aksi digelar pada jam 10.00 wib hingga jam
12.00 wib siang, mengambil tempat pertemuan di
bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Dilanjutkan
dengan long march menuju istana kepresidenan.
Selama dalam perjalanan teriakan yel-yel untuk
mendesak presiden mensahkan RUU tersebut terus
dikumandangkan. Rombongan sempat berhenti
sejenak di depan kantor kementerian pemberdayaan
perempuan untuk menunjukkan perjuangan melawan
kekerasan terhadap perempuan.  (DY)

Oleh-oleh dari Guetamala dan Afrik a
Selatan
Jumat, 4 Juni 2004, Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat (ELSAM) mengadakan diskusi santai
mengenai “Sharing Pengalaman Organisasi Korban
Kekerasan di Guatemala dan Afrika Selatan”. Sebagai
nara sumber yaitu Agung Ayu. Dalam sharing
pengalaman itu, Agung Ayu menjelaskan bahwa di
Afrika Selatan dan Guatemala terdapat organisasi
korban yang menangani berbagai kasus kekerasan
yang dialami. Mereka bersatu dalam langkah-langkah
pengungkapan kebenaran dari pihak pelaku dan
korban, rekonsiliasi (rehabilitasi, pemulihan trauma,
reparasi total semua bidang), dan penuntutan hukum.
Yang menarik, pengungkapan kebenaran menjadi hal
yang utama yang didesakkan organisasi korban kepada
komisi kebenaran. Sedang di Indonesia, organisasi
korban kekerasan masih menganggap penuntutan
lewat jalur hukum sebagai titik utama perjuangan
organisasi korban dan beberapa organisasi korban
mengusung kasus kekerasannya masing-masing.
Pertanyaannya, apa yang bisa membuat korban
bersatu dalam organisasi korban yang lintas kasus?
Apakah perasaan senasib atau rasa empati? (DY)

Film pun Sangat Inspir atif
Film-film mengenai perempuan kini banyak beredar di
bioskop atau pun diputar di festival film. Ada film
yang bertema perempuan atau sering dikatakan film
feminis, yaitu Monalisa Smile. Film ini bercerita
tentang seorang guru perempuan yang mampu
mendobrak tradisi yang berlaku pada jamannya dan
memprovokasi para muridnya untuk lebih memahami
haknya sebagai perempuan. Untuk para perempuan
atau feminis, film ini  bisa menjadi inspirasi bagi
perjuangannya. (DY)
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Gerakan Perempuan
Menghadang Imperialisme,

Fasisme dan Militerisme

Imperialisme, fasisme,dan militerisme merupakan
paham dengan tindakan yang didasarkan pada
dominasi suatu kelompok kekuasaan atas lainnya,
yang mengakibatkan pembatasan atas hak-hak yang
lain. Sejak awal abad 20, gerakan-gerakan
perdamaian oleh kalangan perempuan merebak di
banyak negara. Gerakan perdamaian ini dilakukan
dalam berbagai bentuk aksi, namun sasarannya sama
yaitu perdamaian, dengan melawan imperialisme,
fasisme, dan militerisme.

Women’ s Strike for P eace (WSP)
· Didirikan di Amerika Serikat tahun 1961,

dengan anggota yang umumnya ibu-ibu rumah
tangga, sebagai respon terhadap rencana
Amerika Serikat yang ingin membalas Uni
Soviet atas uji coba senjata nuklirnya dan
berangkat dari kekuatiran mereka sebagai ibu
atas masa depan anak-anaknya yang terancam
oleh militerisme.

· 1 Nopember 1961, WSP bersama ribuan
perempuan kulit putih dari kalangan kelas
menengah melakukan rally  di Washington D.C
dan di berbagai komunitas di Amerika Serikat
dengan menggunakan slogan “Hentikan
Perlombaan Senjata – Bukan Perlombaan
Kemanusiaan”.

· Tahun 1963, WSP berhasil meyakinkan
pemerintah Amerika Serikat untuk
menandatangani perjanjian pelarangan uji
coba nuklir dengan uni Soviet dan Inggris.

Petisi Anti Imperialisme di Mesir
Akhir abad 19 ketika agresi imperialisme dan
kompetisi kekuatan antar negara Eropa menguat,
Inggris berhasil menguasai Mesir. Tahun 1919,
perempuan Mesir melakukan demonstrasi turun ke
jalan sebagai sebuah pergolakan politik untuk
menentang kekuasaan Inggris. Demonstrasi ini
salah satunya dipelopori oleh Huda Sharawi (1882-
1947) yang juga mengadakan aksi penggalangan
tanda tangan untuk sebuah petisi yang
disampaikan kepada Komisi Tinggi Inggris dan
para pemimpin Mesir. Petisi tersebut menyatakan:
“ Kami perempuan Mesir, para ibu, saudara
perempuan, dan istri yang menjadi korban
ketamakan dan eksploitasi Inggris…menyesalkan
kebrutalan dan aksi barbarisme yang telah
terjadi…Masyarakat Mesir berkomitmen bahwa

tidak ada lagi kekerasan selain mengekspresikan
keinginan untuk bebas dan merdeka.”

Gerakan Wanita Demokr atis Sedunia (GWDS)
· GWDS didirikan pada Kongres Perempuan

Internasional tahun 1945 di Paris. Pendiri dan
ketuanya, dari tahun 1945-1967, Eugenie
Cotton, tokoh yang giat dalam gerakan
perlawanan anti-fasisme di Perancis.

· GWDS memusatkan perhatiannya pada
pembelaan hak-hak perempuan sebagai ibu,
pekerja dan warga negara; memperjuangkan
hak anak-anak untuk hidup, kesejahteraan
dan pendidikan; menyokong perjuangan
kemerdekaan bangsa-bangsa; menghapus
apartheid, diskriminasi ras dan fasisme; serta
memperjuangkan terjaminnya perdamaian
abadi di dunia.

· Kongres IV GWDS di Wina pada 1958
mengeluarkan manifesto yang mengutuk
percobaan nuklir dan menyerukan perlucutan
senjata.

Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani)
· Berdiri 4 Juni 1950 dengan nama Gerakan

Wanita Indonesia Sedar (Gerwis) dan
kemudian berubah nama menjadi Gerakan
Wanita Indonesia (Gerwani) pada Kongres II
tahun 1954. kemudian dibubarkan.

· Gerwani mengorganisir aksi-aksi anti-
imperialis. Aksi-aksi ini ditujukan pada
imperialisme Belanda selama perjuangan
Trikora di Irian Barat (1957-1962), dan Inggris
selama Konfrontasi dengan Malaysia (1963-
1964) dan Dwikora.

· Sejalan dengan gerakan perdamaian, Gerwani
mengambil bagian dalam kampanye
menentang persekutuan militer SEATO

· Sebagai bentuk dukungan terhadap
perjuangan kaum wanita Kuba, Jepang, Korea,
laos, Kamboja dan Vietnam selatan dalam
melawan subversi, terror dan agresi kaum
imperialisme  Amerika Serikat, Gerwani tahun
1955 mengadakan beberapa pertemuan
persahabatan dalam rangka kampanye ke
daerah-daerah di Indonesia.

· Pada peringatan hari Perempuan Internasional
8 Maret 1956, Gerwani mendapat dukungan
luar dari berbagai golongan perempuan dan
berhasil mengirimkan delegasi yang terdiri
dari 200 orang ke presiden untuk
menyampaikan tuntutan dari kaum
perempuan yaitu segera dikeluarkannya
Undang-Undang Perkawinan, diturunkannya
harga kebutuhan hidup sehari-hari dan
dilarangnya percobaan-percobaan senjata
nuklir.

· Sebagai salah satu anggota GWDS, Gerwani
ikut serta dalam Sidang Dewan GWDS di
Peking (?) yang menghasilkan beberapa
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tuntutan antara lain menghentikan
perlombaan persenjataan, melarang
percobaan-percobaan senjata atom, serta
sebuah rekomendasi untuk menyelenggarakan
Konferensi Wanita Asia-Afrika untuk
memperluas perdamaian dan menghapus
perang yang bahayanya masih mengancam
ketentraman hidup manusia. (SN)

Sumber:
1. Jayawardena, Kumari., Feminism & Nationalism in

the Third World; in the 19 th and early 20 th

centuries.  The Hague, Institute of Social Studies,
1982.

2. Sardjono, Umi., Meluaskan Aksi-aksi untuk
Memperkuat Tuntutan Hak-hak wanita, Anak-anak
dan Perdamaian. Jakarta, DPP Gerwani, 1956.

3. Sardjono, Umi., Madju Terus untuk
Pengintegrasian Total Gerwani dengan Wanita
Buruh tani dan Tani miskin. Jakarta, DPP Gerwani,
1964.

4. Staggenborg, Suzanne., Gender, Keluarga &
Gerakan-gerakan Sosial. Jakarta, Media TOR, 2003.

5. Wieringa, Saskia Eleonora., Penghancuran Gerakan
Perempuan di Indonesia. Jakarta, Garba Budaya,

1999.

Bentuk-bentuk Keker asan
Militeristik

Kekerasan Senjata
· Peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti

1998, yang gugur untuk reformasi ditembak
oleh aparat militer

· Kerusuhan Mei 1998, perempuan etnis
tionghoa dan lainnya diperkosa, pekerja-
pekerja took swalayan terbakar

· Mengajarkan masyarakat agar mulai memakai
dan mempersenjatai diri untuk tujuan
tertentu yang diinginkan penguasa berpaham
militerisme (P am Swakara bentukan Wiranto
1998, lascar-laskar sipil bentukan militer)

· Menggunakan pendekatan memaksa dengan
kekerasan dalam menyelesaikan segala
masalah, Darurat Militer , Daerah Operasi
Militer

· Mengutamakan pengalokasian dana untuk
perlengkapan dan peralatan militer disbanding
untuk pendidikan dan kesejahteraan
masyarakat

· Menggunakan dana anggaran negara untuk
membeli senjata bagi penumpasan
“pembangkangan” atau ketertiban dan bukan
melawan agresi musuh dari luar negeri

· Kekerasan diinstitusionalisasi dalam lembaga
kepolisian dan militer dalam setiap interogasi
pada orang-orang yang dianggap tersangka

Kekerasan Psikologi
· Menciptakan suasana ketakutan di dalam

masyarakat dengan berbagai tindakan
kekerasan yang diciptakan oleh penguasa
militer (pengguna sah senjata)

· Menekan masyarakat untuk patuh dan tidak
bersuara karena dengan peeraturan yang
dibuat oleh militer untuk tujuan pembatasan,
seperti instruksi Mendagri 1981 bagi eks tapol
sulit bekerja, diberi tanda dan sebagainya

· Membungkam korban kekerasan oleh aparat
yang diancam langsung maupun tak langsung
(tero dan ancaman lewat fisik atau telpon
agar tidak bersaksi)

· Menciptakan rasa takut dengan tero dan
intimidasi yang resmi melalui siaran
pemerintah dan sebagainya

Kekerasan Politik
· Alasan subversi atau membahayakan negara,

pemerintah militeristik dapat melakukan
penangkapan, penghukuman siapa pun tanpa
pengadilan

· Pandangan politik rakyat dibatasi, hanya
boleh mengikuti pandangan penguasa, orde

Kekerasan Terhadap Perempuan
merupak an

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Tarquin et Lucrece , Titien,
Les dieux et Les Heroes
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baru. Partai politik hanya tiga, organisasi
masyarakat dibatasi geraknya.

· Kebebasan kompetisi berkarir di
pemerintahan/politik terbatas, kalangan non
militer sulit berkiprah di pemerintahan

· Korupsi, kolusi dan nepotisme bagian dari
karakter pemerintahan.

· Tidak ada kebebasan berekspresi seni dan
budaya

· Masyarakat yang mencoba mempraktekkan
islam atau mengkritik asas tunggal pancasila
dibunuh tentara atas nama negara

Kekerasan Ekonomi
· Pemerintahan militeristik adalah alat

kapitalisme yang bertugas menjaga asset para
kapitalis

· Jaman orde baru dari 25 konglomerat
penguasa ekonomi Indonesia mendapat
pinjaman hutang bank dan mendapat
perlindungan dengan menempatkan militer di
komisaris-komisaris

· Rakyat harus membayar hutang pengusaha
yang pinjam dari bank, karena uang bank itu
pinjaman dari luar negeri

Kekerasan Terhadap Perempuan
· Jumlah perempuan yang diperkosa dan

menjadi janda selama periode berlakunya
DOM

· Terluka dan terbunuh saat perang dan
perempuan keluarga aktivis mendapat terror
dari aparat militer

· Kebijakan militeristik seperti terlibat perang
dan pangkalan perang menambah angka
pelacuran. Perempuan adalah objek seks bagi
prajurit

· Perempuan dan anak-anak menjadi pengungsi
· Kesehatan reproduksi rusak dan terancam

karena lingkungan tercemarkan
· Perempuan mati dan caccat karena ranjau

darat
· Perempuan adalah target sasaran kekerasan

seksual untuk melumpuhkan musuh
pemerintah militeristik ataupun pembangkang
politik

· Perwira dan seluruh aparatnya menutupi
prilaku militeristik “kekerasan dalam rumah
tangga” yang dilakukan prajurit/perwira/
tentara kepada istri dan anaknya

Sumber: leaflet infobagirakyat@yahoo.com

Contoh dan Ciri Negar a
dengan

Pemerintah  Militeristik

Brazil
· Tahun 1969-1982 :
· Kepala pemerintahan pusat dan local

dipegang oleh kalangan militer aktif dan
pension, Presiden Jenderal Emillio Garrastazu

· Partai politik hanya dua ARENA dan MDB yang
dimotori oleh orang militer

· Tidak ada kebebasan pers
· Ratusan orang dipenjara, disiksa, dibuang,

diasingkan dan dibunuh

Uruguay
· Tahun 1971 Juan Maria Bordaberry Arocena,

menjadi presiden dari partai Colorado menang
pemilu dengan peningkatan suara yang ganjil

· 1973 presiden mengadakan pakta perjanjian
The Bolso Lanza Pact dengan militer yang
memberi jaminan militer terlbat dalam
eksekusi

· Pemerintahan menjadi militeristik, meskipun
Juan Maria bukan dari kalangan militer ,
dengan doktrin keamanan nasional, ribuan
orang dipenjara dan hilang serta disiksa

· Tidak ada kebebasan pers
· Pegawai negeri yang beda pendapat politik di

PHK
· Ekonomi terpusat pada segelintir orang

Myanmar/Burma
· Penguasa militer menahan aktivis politik

Aung San Syu Ki
· Hasil pemilu dibatalkan karena dimenangkan

pihak oposisi
· Konstitusi negara disiapkan oleh militer
· Perempuan diperkosa secara besar-besaran
· Todak ada kebebasan pers dan organisasi
· Ekonomi terpusat pada segelintir orang

Sumber: leaflet infobagirakyat@yahoo.com
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Pengelolaan Perpustak aan

Kalyanamitr a : sederhana dan mudah
Oleh : Astrid Chrisafi*

Pengantar
Perpustakaan secara sederhana didefinisikan  sebagai
tempat menyimpan bahan pustaka secara teratur dan
sistematis sehingga dapat ditemu kembali dengan
mudah dan cepat. Secara teratur , berarti bahan
pustaka  tersebut disimpan secara baik dan rapih.
Sistematis, berarti jika bahan pustaka tersebut
diperlukan maka kita harus dapat menemukannya
dengan segera.

Dari definisi yang sangat sederhana itu ada sejumlah
proses panjang yang harus dilalui hingga sebuah
perpustakaan dapat menjadi sebuah tempat
penyimpanan yang teratur dan sistematis. Langkah
awal yang harus dikerjakan adalah membedakan
koleksi yang ada di dalam perpustakaan kita. Setiap
jenis koleksi memiliki karakteristik tersendiri yang
pada akhirnya mempengaruhi proses pengolahannya.

Perpustak aan Kalyanamitr a
Perpustakaan Kalyanamitra memiliki koleksi yang
terdiri atas Buku, W orking Paper, Majalah, Kliping,
Foto, dan Film.  Setiap koleksi tersebut diperlakukan
secara berbeda. Di perpustakaan Kalyanamitra,
koleksi foto dan film belum  diolah secara maksimal,
saat ini masih sebatas pada penyimpanan yang
teratur . Secara singkat proses pengolahan bahan-
bahan pustaka tersebut akan saya jelaskan berikut
ini.
- Pengolahan Buku
- Pengolahan Working Paper
- Pengolahan Majalah
- Pengolahan Kliping

1. Pengolahan Buku
- Buku yang datang sebagai hadiah atau baru

dibeli, disampul terlebih dahulu untuk
mencegah buku cepat rusak. Setelah itu
bubuhkan cap perpustakaan pada setiap buku.
(Cap perpustakaan ada 2 macam, pertama,
cap dengan identitas khusus untuk buku,
seperti no.induk buku , no.kelas , asal buku.
Kedua, cap nama perpustakaan untuk
dibubuhkan pada halaman-halaman tertentu
dari buku)

- Buku yang telah masuk ke perpustakaan
dicatat dalam buku induk. K eterangan yang
ada dalam buku induk harus lengkap. Secara
sederhana, maksud dari pencatatan dalam
buku induk adalah untuk mengetahui jumlah
buku yang ada dalam koleksi perpustakaan
selama 1 tahun. Pada awal tahun sebaiknya
pencatatan dimulai dari nomor 1 dengan
tahun yang bersangkutan.

- Contoh :   buku yang masuk mulai tanggal 1
Januari 2003 diberi nomor induk  sbb : 001/
2003; 002/2003; 003/2003; dst. Sedangkan
buku yang masuk tanggal 1 Januari 2004,
diberi nomor induk : 001/2004; 002/2004;
003/2004; dst.

- Keterangan yang harus ada dalam buku induk
adalah :
· No. induk
· Tgl. Inventaris
· Pengarang
· Judul
· No.klas
· Penerbit
· Tahun terbit
· Impresum
· Asal Buku
· Keterangan (dapat diisi ISBN, judul seri,

dll)
- Selanjutnya tentukan nomor panggil buku dan

subjek dari buku tersebut. P embuatan nomor
panggil buku dan subjek buku dapat mengacu
dari beberapa pedoman yang sudah ada dan
menjadi standar internasional. P erpustakaan
Kalyanamitra menggunakan UDC (Universal
Decimal Classification)  untuk penentuan
nomor subjek, dan  Library of Congress
Subject Headings untuk menentukan tajuk
subjek buku.

- Buatlah  Deskripsi fisik dalam form yang telah
disediakan, setelah itu masukkan entri ke
dalam komputer.

- Selesaikan penempelan label nomor buku dan
juga kartu buku sebagai identitas
peminjaman.

- Buku yang telah selesai diproses, disusun
berdasarkan urutan nomor subjek pada rak
buku.

2. Pengolahan Working paper
- Yang termasuk dalam koleksi working paper di

perpustakaan Kalyanamitra adalah makalah
perorangan, bahan-bahan seminar dan
lokakarya, skripsi, tesis.

- Proses pengolahan Working Paper (WP) pada
dasarnya sama dengan pengolahan buku,
hanya, jika bahan tersebut merupakan hasil
seminar dan lokakarya yang terdiri dari
beberapa makalah perorangan, maka bahan
tersebut harus terlebih dahulu dijilid dan
diberi cover dengan judul seminar/lokakarya.
Dalam cover tersebut juga harus dicantumkan
isi dari kumpulan makalah, sehingga dapat
diketahui masing-masing tulisan  dalam
seminar/lokakarya tersebut. Jika
perpustakaan memperoleh makalah
perorangan yang lepas, maka makalah
tersebut harus dijilid terlebih dahulu.
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- Setelah WP selesai dijilid, langkah selanjutnya
adalah mulai melakukan pengolahan seperti
proses pengolahan terhadap buku, dengan
memberi cap perpustakaan dan seterusnya.

3. Pengolahan Majalah
- Majalah yang baru datang dicatat pada kartu

majalah dan disusun secara berabjad menurut
judul majalah.

- Setelah satu tahun koleksi majalah harus
dijilid agar majalah tidak hilang

4. Pengolahan Kliping
- Tentukan subjek artikel pada setiap koran

yang akan di kliping, lalu potong dan
tempelkan pada kertas kliping.

- Setiap enam bulan atau satu tahun, lakukan
penjilidan pada kliping dengan mencantumkan
daftar isi artikel kliping. Kliping yang sudah
dijilid disusun berdasarkan subjek kliping.

*) Mantan Staf Risdok

Jam  Buka Perpustak aan :
Senin - Jum’at

Pukul 10.00 - 16.00 WIB
Sabtu, Minggu dan

hari libur nasional tutup

Bernard Patridge, Daily Sketch

koleksi Kalyanamitra

Kalyanamitra
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Bedah Buku

Judul : Gender dan Pembangunan
Judul asli : Half the W orld, Half a Chance
Penulis : Julia Cleves Mosse
Penerjemah : Hartian Silawati
Kata Pengantar Indonesia : Dr. Mansour Fakih
Penerbit : Rifka Annisa Women’s Crisis Centre dan Pustaka
Pelajar,
Yogyakarta, Cet. III, April, 2003

Tebal : xxii+284 halaman (termasuk Indeks)

Refleksi Pengalaman Lapangan dan
Pergulatan P emikir an Kritis

Sebagai ibu dan pengasuh, produsen dan petani, kerja
yang dilakukan kaum perempuan telah menopang
keluarga dan komunitasnya. Namun, di seluruh dunia,
sebagian besar kelompok termiskin dalam
komunitasnya adalah perempuan dan anak-anak yang
menjadi tanggungannya. Kebanyakan perempuan
sering bekerja tanpa pembayaran sama sekali. Jika
pun dibayar, biasanya mereka mendapatkan upah jauh
lebih sedikit dari yang diterima laki-laki. Dua pertiga
dari kelompok buta huruf di dunia adalah kaum
perempuan. Perempuan menghadapi tingkat
kekerasan yang semakin tinggi, dikarenakan gender
mereka, dan setengah juta tewas setiap tahun
sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari
kehamilan (Eugenia Piza-Lopez, Kata Pengantar).

Pendekatan pembangunan dominan, yang didasarkan
atas kepada pertumbuhan ekonomi, pengurangan
peran negara serta swastanisasi pelayanan umum,
masih belum mampu memperbaiki kehidupan kaum
perempuan, bahkan kerap membuat mereka semakin
miskin, memperberat beban kerja maupun penurunan
status mereka. Pada khususnya, langkah-langkah
penyesuaian struktural (penghapusan bantuan,
kenaikan harga kebutuhan pokok, penjadwalan
kembali hutang, serta pengurangan pelayanan
pemerintah) yang diterapkan atas negara-negara yang
berhutang mempengaruhi kaum perempuan. Model

pembangunan ekonomi semacam itulah yang
mengabsahkan eksploitasi kaum perempuan melalui
promosi industri pariwisata seksual. Namun, di banyak
tingkat, kaum perempuan acapkali tidak dilibatkan
dalam proses pembuatan keputusan yang sangat
mempengaruhi kehidupan mereka (Eugenia Piza-
Lopez, ibid.).

Buku karya Julia Cleves Mosse ini hasil refleksi
pengalaman lapangan dan pergulatan pemikiran kritis
yang digumuli bertahun-tahun. Buku ini menguak
pandangan tentang ketidakadilan gender serta
dampak arus utama pembangunan atas hubungan
gender. Meskipun buku ini tidak memberikan jawaban
terhadap semua isu gender, karena isu sangat
kompleks dan berlaku di arus lokal, nasional, dan
internasional namun cara menanggapi persoalan
kebutuhan gender sangat menarik. Pembentukan Unit
Gender dan Pembangunan di Oxfam UK justru
memprakarsai strategi bagaimana menyatukan gender
kedalam semua aspek kerja Oxfam, dan dalam
konteks yang lebih luas, mendefinisikan semua
implikasi gender sebagai masalah pembangunan.
Dengan cara mendefinisikan kembali pembangunan
yang baik dan melihatnya dari sudut pandang kaum
perempuan miskin di kawasan Selatan, sehingga
mengubah kebiasaan yang sedang berlangsung.

Buku ini melihat posisi dan kondisi perempuan di
seluruh dunia; dan berusaha menjelaskan bagaimana
diskriminasi sebenarnya berlangsung di pelbagai
masyarakat, alasan mengapa dalam banyak hal kaum
perempuan dirugikan, dan mengapa inisiatif
pembangunan sering gagal membantu kaum
perempuan.

Buku ini terdiri atas 9 Bab ditambah Indeks. Dalam
keseluruhan uraian buku ini, terdapat banyak ilustrasi
tentang kaum perempuan yang bekerja bersama
untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya.
Pesannya jelas: dunia tidak bisa lagi mengabaikan
suara kaum perempuan. Jika kaum perempuan
memiliki kesempatan untuk didengar , dimintai
pendapat dan dilibatkan dalam perencanaan dan
penerapan projek pembangunan, dampak dan
keuntungan pembangunan bagi kaum perempuan dan
seluruh komunitas akan lebih besar . Buku ini menarik
dan perlu dibaca oleh para aktivis khususnya aktivis
perempuan untuk memperkuat pandangannya.

Jika kaum perempuan bergandengan tangan
melaksanakan perubahan dan diberi ruang
menggunakan kemampuan dan bakatnya, akan terjadi
transformasi hubungan gender yang memungkinkan
kaum perempuan menjadi anggota masyarakat yang
setara dan bernilai. (HG)
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Judul : Jakarta City Tour [Tragedi, Ironi, dan Teror]
Editor : F.X. Rudy Gunawan
Penerbit : Gagas Media dan VHR, Jakarta, Cet. 1,
Desember, 2003

Tebal: ix+107 halaman

Realita Kemanusiaan dan Ham

Penulisan cerita dengan bahasa yang sederhana,
mudah dipahami, ringan, tak bertele-tele menjadi
trend tersendiri dalam karya sastra Indonesia saat ini.
Banyak buku karya  penulis bercorak Ayu Utami, Fira
Basuki, dan lainnya amat laku di pasaran. Tulisan
‘trendy’ tersebut sebetulnya mengangkat persoalan
yang sangat serius, namun dikemas menjadi
pengungkapan persoalan yang mudah dimengerti oleh
banyak kalangan. Tulisan semacam itu harusnya lebih
banyak dipasarkan atau disosialisasikan ke berbagai
lapisan masyarakat Indonesia. Memang harus kita
sadari bahwa di masyarakat kita belum tumbuh kuat
kebudayaan membaca. Masyarakat kita masih teguh
dalam kebudayaan lisannya.

Dalam penulisan yang bercorak “ringan” demikian,
aneka persoalan serius seperti pelanggaran hak asasi
manusia, bentuk kejahatan kemanusiaan, diskriminasi
dan kekerasan terhadap perempuan, sering dianggap
sebagai produk ‘impor ’. Hal itu dilihat dari sudut
pandang yang berbeda-beda. Inilah yang ditawarkan
oleh buku Jakarta City Tour, sebagai buku kumpulan
cerita beberapa penulis yang konsen terhadap
persoalan hak asasi manusia. Contohnya, F.X. Rudy
Gunawan, Seno Gumira Aji, Dorothea Rosa Herliany,
dan lainnya. Selama ini, harus diakui bahwa
pemahaman bersama atas persoalan Ham belum
menjadi persoalan yang  serius dalam kehidupan
masyarakat umumnya. Banyak yang beranggapan
bahwa persoalan Ham merupakan masalah yang hanya
diangkat oleh kalangan akademisi dan aktivis NGO.

Sehingga,  soal Ham hanya bisa dilihat di awan-awan
atau tak membumi.

Pemahaman bersama mengenai ham akhirnya menjadi
penting ketika banyak kasus dalam masyarakat
sebenarnya bersinggungan dengan masalah itu. Misal,
kasus penggusuran warga, pemukulan isteri,
penculikan warga sipil atau penetapan daerah operasi
militer . Semua kasus itu merupakan pelanggaran Ham,
namun kurang disadari sepenuhnya oleh masyarakat
umum, apalagi yang buta hukum.

Karena itu, melalui media bertutur apa adanya,
dengan pilihan kata-kata berbau percakapan sehari-
hari, buku ini mencoba membuka pemahaman kita
atas persoalan hak asasi manusia sebagai masalah
manusia di dunia, termasuk di Indonesia. Dengan
demikian, akan tercapai komitmen untuk pelaksanaan
keadilan atas hak dasar kehidupan manusia, tidak ada
pelanggaran terhadap hak asasi manusia lagi. (DY)

Nilai manusia itu
ditentuk an dari keber aniannya

memikul tanggungjawab,
mencintai hidup

dengan kerja,
membawanya kepada

kegairahan hidup
yang paling tersembunyi

(Anonim)
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